PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No.53a,Kel.Karang Mulia,Kec.Nabire,Kab.Nabire Kode Pos: 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor:440/41/SPK-OBATBHP/XI1/2023
Tanggal :05 DESEMBER 2023

PEKERJAAN:
PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFER STOCK
PROVINS| PAPUA TENGAH NON E-CATALOG

LOKAS!:
PROVINS| PAPUA TENGAH

BIAYA:
Rp.844.429.170,-
( Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh
Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah )

PELAKSANA:
PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA
SUMBER DAMA.;
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No.53a,Kel.Karang Mulia,Kec.Nabire,Kab.Nabire Kode Pos: 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor:440/41/SPK-OBATBHP/XI1/2023
Tanggal :05 DESEMBER 2023

PEKERJAAN:

PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFER STOCK
PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-CATALOG

LOKASI:
PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA:
Rp.844.429.170,-
( Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh
Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah )

PELAKSANA:
PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA
SUMBER DANA:
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. PAPUA

SEJAHTERA FARMA

JL. Kompwolker Perumnas II Waena




PEMERINTAH PROVINS| PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab, Nabire Provinsi Papua Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
v Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-CATALOG
: Nomor : 440/41/SPK-OBATBHP/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILWANUS A. SUMULE
NIP 197106032000121004
Berkedudukan di : Jalan Pepera No. 22, Karang Mulia, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen :berdasarkan Surat Perjanjian PENGADAAN OBAT DAN
BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-CATALOG nomor 440/41/SPK-OBATBHP/XI1/2023
tanggal 5 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : WURYANTORO MAMBAY

Jabatan : DIREKTUR

Berkedudukan di  : JI. Kampwolker Perumnas Il Waena

Akta Notaris Nomor : 34

Tanggal 126 Juli 2017

Notaris : HELIEN SOMALAY, SH, M.;(n

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 844.429.170,00

2. Lingkup Pekerjaan :
Pengadan Obat dan BMHP. Buffer Stok Provinsi Papua Tengah

3. Tanggal mulai kerja ; 5 Desember 2023

4. Syarat-svarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

5. Waktu Penyelesaian : selama 21 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25
Desember 2023

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/pe.nyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar /1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu
dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

NABIRE, 5 Desember 2023

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Menerima dan menyetuijui :

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk dan atas nama Papua Sejahtera Farma
Provinsi Papua Tengah

Pejabat Pembuat Komitmen

SEPULUH RIBU RUMAH
= VT

Silwanus A. Sumule
- NIP:-t197106032000121004




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 440/42/SPMK-OBATBHP/XI1/2023
Paket Pekerjaan : PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-
CATALOG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Silwanus A, Sumule .

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
JALAN MERDEKA NO.53A

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH
NON E-CATALOG nomor 440/41/SPK-OBATBHP/X11/2023 tanggal 5 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:
Papua Sejahtera Farma

JI. Kampwolker Perumnas || Waena

yang dalam hal ini diwakili oleh: WURYANTORO MAMBAY

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Harga Pajak
Jenis Barang Unit Volume Satuan . (%) Total Harga Keterangan
Ambroxol 30 mg tablet 11000.0 Rp. 11.0 Rp.

150,00 1.831.500,00
Asam Tranexamat 500  tablet  10000.0 Rp. 11.0 Rp.
mg 2.000,00 22.200.000,00
Asam Tranexamat 500 ampul  6000.0 Rp. 11.0 Rp.
mg/ml injeksi {vial 6.500,00 43.280.000,00
Multivitamin syrup botol 1500.0 Rp. 11.0 Rp.

49.400,00 82.251.000,00
Cefixime 200 mg kapsul 5000.0 Rp. 11.0 Rp.

1.100,00 6.105.000,00
Cefixime sirup kering botol 500.0 Rp. 11.0 Rp.
100mg/5m 14.300,00 7.936.500,00
Cefotaxime 1 g injeksi vial 3500.0 Rp. 11.0 Rp.

7.800,00 30.303.000,00
Ceftriaxone 1 g injeksi vial 3500.0 Rp. 11.0 Rp.

8.500,00 33.022.500,00
Garam oralit sachet 36000.0 Rp. 11.0 Rp.

2.500,00 98.900.000,00



Citicoline injeksi 500
mg

Candesartan 16 mg
Citicoline 500 mg
Multivitamin tablet
Fenitoi kapsul 30 mg
Ranitidin 25 mg/ml
Candesartan 8 mg
Ambroxol Hel 30 mg
/5ml
Bisoprolol 5 mg
Glimepiride 4 mg
Levofloxacin 500 mg
Dobutamin HCI 50 mg
/ml
Dopamin 40 mg/ml
Clindamycin 300 mg
Glimepiride 2 mg
Ketorolac 30mg/ml

injeksi

Levofloxacin inf 5mg/ml

vial
tablet
tablet
tablet
kapsul
ampul
tablet
boiol
tablet
tablet
tablet
ampul

fvial

ampul
Ivial

kapsul
tablet
ampul

Jvial

botol

500.0

4000.0

2000.0

20000.0

2000.0

2200.0

5000.0

2400.0

1800.0

2500.0

1500.0

300.0

300.0

4500.0

2500.0

1998.0

1000.0

Rp.
24.000,00

Rp. .
7.200,00

Rp.
7.200,00

Rp.
2.500,00

Rp.
3.700,00

Rp.
1.300,00

Rp.
2.700,00

Rp.
8.000,00

Rp.
700,00

Rp.
1.000,00

Rp.
700,00

Rp.
47.250,00

Rp.
19.500,00

Rp.
1.800,00

Rp.
800,00

Rp.
9.000,00

Rp.
41.800,00

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

110

Rp.
13.320.000,00

Rp.
31.968.000,00

Rp.
15.984.000,00

Rp.
56.500.000,00

Rp.
8.214.000,00

Rp.
3.174.600,00

Rp.
14.985.000,00

Rp.
21.312.000,00

Rp.
1.398.600,00

Rp.
2.775.000,00

Rp.
1.165.500,00

Rp.
15.734.250,00

Rp.
6.493.500,00

Rp.
9.490.500,00

Rp.
2.220.000,00

Rp.
19.960.020,00

Rp.
46.398.000,00



Meropenem 1 g injeksi  ampul
Ivial
Metamizole sodium ampul
injeksi2ml Jvial
Methylprednisolone ampul
serbuk injeksi 125mg Ivial
{ml
Omeprazole serbuk ampul
injeksi 40 mg Ivial

1000.0

3000.0

400.0

3500.0

2. Tanggal barang diterima : 18 Desember 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak :
4. Waktu Penyelesaian : selama 21 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25

Desember 2023

Rp. 11.0
65.700,00
Rp. 11.0
11.200,00
Rp. 11.0
42.300,00
Rp. 11.0
30.500,00

Rp.
72.927.000,00

Rp.
37.296.000,00

Rp.
18.781.2C0,00
Rp.

118.492.£00,00

Total Nilai Rp.
844.429.170,00

5. Alamat pengiriman barang : DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA. JALAN MERDEKA NO.53A. KAB.NABIRE

6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan,Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran
kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

NABIRE, 5 Desember 2023
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

)

Esv " Sumule

NIP. 197106032000121004

X q/
Plt. Kepala :.- .' Ean Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Papua Sejahtera Farma

SEFULUH R1BU RUPLAH
e L




PEMERINTAH PROVINS| PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor . 440/31/SPPBJ-OBATBHP/XII/2023. NABIRE, 4 Desember 2023

Lampiran P -

Kepada Yth.
Papua Sejahtera
Farmadi Jayapura
(Kota)

Perihal :  Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
PENGADAAN OBATDAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA
TENGAH NON E-CATALOG

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3489802 tanggal 01/Dec/2023
tentang PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-
CATALOG dengan hasil

negosiasi harga sebesar Rp. 844.429.170,00 (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus
dua puluhsembilan ribu seratus tujuh puluh Rupiah) kami nyatakan diterima/disetuijui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya.

* Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Provinsi Papua Tengah

;:ff@ﬁtlﬁ?ﬁnandatanganan Kontrak
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\\;{:\ . “ Y
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“SKeplBihas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

NIP. 197106032000121004



Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-

CATALOG
Nomor : 004/45266892/PL/X11/2023

Pada hari ini, 4 Desember 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan

Kode Paket

Nama Paket

Nilai Total HPS

Metode Pemilihan

: 530802

: PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI

PAPUA TENGAH NON E-CATALOG
- Rp. 844.817.670,00

: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No.

1

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Kualifikasi

No.

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

2. Evaluasi Administrasi

No.

1

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

3. Evaluasi Teknis

No.

1

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.

1

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

Alamat Peserta

Jl. Kampwolker Perumnas Il Waena

Hasil Evaluasi

LULUS

Hasil Evaluasi

LULUS

Hasil Evaluasi

LULUS

Penawaran Hasil

Nilai Penawaran

Rp. 844.429.170,00

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Evaluasi

Rp. 844.429.170,00 LULUS



No.

1

5. Pembuktian Kualifikasi

Nama Peserta

Papua Sejahtera Farma

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

td,

 Hasil Evaluasi

LULUS

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Papua Tengah

Keterangan



Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA TENGAH NON E-
CATALOG

Nomor : 007/45266892/PL/XI1/2023

Pada hari ini, 4 Desember 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :
Kode Paket : 530802

Nama Paket : PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI
PAPUA TENGAH NON E-CATALOG

Nilai Total HPS : Rp. 844.817.670,00

Metode Pemilihan . Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 Papua Sejahtera Farma JI. Kampwolker Perumnas Il Waena Rp. 844.429.170,00

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 Papua Sejahtera Farma LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 Papua Sejahtera Farma LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 Papua Sejahtera Farma LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi

1 Papua Sejahtera Farma Rp. 844.429.170,00 LULUS



5. Pembuktian Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi  Keterangan

1 Papua Sejahtera Farma LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
Papua Sejahtera Farma
1. Nilai Penawaran: Rp. 844.429.170,00 (99.95 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 844.429.170,00 (99.95 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Ap. 844.429.170,00 (99.95 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
itd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Papua Tengah




SUMMARY REPORT

INtorias! “"u:‘;".

Kode Tender

Nama Tender

K/L/P/D

Satuan Kerja

Jenis Pengadaan
Metode Pengadaan

Anggaran

Nilai Pagu
Nilai HPS
Jenis Kontrak

Lokasi Pekerjaan

Persyaratan Kualifikasi

530802

PENGADAAN OBAT DAN BMHP BUFFER STOCK PROVINSI PAPUA
TENGAH NON E-CATALOG

Provinsi Papua Tengah

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Papua Tengah
Pengadaan Barang

Pascakualifikasi

Tahun Sumber Dana Nilai

2023 APBD Rp. 932.024.820,00

Rp. 932.024.820,00
Rp. 844.817.670,00
Harga Satuan

KANTOR DINKESP2KB PROV. PAPUA TENGAH KAB. NABIRE - Nabire
(Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Memiliki KBLI KBLI 46441(Perdangangan Besar Obat Farmasi
46441 untuk Manusia)

TDP

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

¢) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap




Tanggal Pembuatan

Tanggal Persetujuan

(apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Layanan purnajual (jika diperlukan)

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari
ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a)
dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling
Kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;

b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
(Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;

¢) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama
dengan 50% (lima puluh persen) nilai HFS/Pagu Anggaran dan

d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk
usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan
50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

29 November 2023 18:41 Oleh Silwanus A. Sumule

Tanggal Disetujui oleh

1 Desember 2023 11:49 Anita Salombe

Tahapan

Upload Dokumen Penawaran

Perubahan Oleh Anita Salombe

Alasan

Mulai Akhir
30 November 2023 10:00 2 Desember 2023 23:59
30 November 2023 10:00 2 Desember 2023 23:59

pejabat pengadaan masih membutuh wakiu evaluasi



Perubahan Oleh Anita Salombe

Alasan

Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan
pembukaan Dokumen Penawaran
Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan
Perubahan Oleh Anita Salombe

Alasan

Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan
Evaluasi Penawaran
Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan
Perubahan Oleh Anita Salombe

Alasan

Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Perubahan Oleh Anita Salombe

Alasan

Perubahan Oleh Anita Salombe

| Alasan
Perubahan Oleh Anita Salombe
Alasan

Penandatanganan Kontrak

Perubahan Oleh Anita Salombe

30 November 2023 10:00 2 Desember 2023 23:59

pejabat pengadaan masih memerlukan waktu untuk Klarifikasi dan
negosiasi

30 November 2023 10:00 2 Desember 2023 23:59

PPK telah selesai melakukan penandatanganan kontrak

4 Desember 2023 08:05 4 Desember 2023 09:05

4 Desember 2023 08:05 4 Desember 2023 09:05

pejabat pengadaan masih membutuh waktu evaluasi

4 Desember 2023 08:05 4 Desember 2023 09:05

pejabat pengadaan masih memerlukan waktu untuk klarifikasi dan
negosiasi

4 Desember 2023 08:05 4 Desember 2023 09:05

PPK telah selesai melakukan penandatanganan kontrak

4 Desember 2023 09:10 4 Desember 2023 14:00

4 Desember 2023 09:10 4 Desember 2023 11:20

pejabat pengadaan masih membutuh waktu evaluasi

4 Desember 2023 09:10 4 Desember 2023 14:00

pejabat pengadaan masih memerlukan waktu untuk klarifikasi dan
negosiasi

4 Desember 2023 09:10 4 Desember 2023 14:00

PPK telah selesai melakukan penandatanganan kontrak

4 Desember 2023 14:20 4 Desember 2023 16:02

4 Desember 2023 11:25 4 Desember 2023 13:30

pejabat pengadaan masih membutuh waktu evaluasi

4 Desember 2023 14:20 4 Desember 2023 15:00

pejabat pengadaan masih memerlukan waktu untuk klarifikasi dan
negosiasi

4 Desember 2023 14:20 4 Desember 2023 16:02
PPK telah selesai melakukan penandatanganan kontrak

4 Desember 2023 16:10 8 Desember 2023 08:00

4 Desember 2023 13:40 27 Desember 2023 23:59



Perubahan Oleh Anita Salombe

Perubahan Oleh Anita Salompe

Nama Dokumen

Alasan

Alasan

pejabat Pengadaan masih membutuh

4 Desember 2023 15:10

negosiasi

Alasan

4 Desember 2023 16:10

waktu evaluasi

27 Desember 2023 23:59

Pejabat pengadaan masih memerlukan wakiu untuk klarifikasi dan

27 Desember 2023 23:59

PPK telah selesai melakukan penandatanganan kontrak
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BAB I. UMUM

men Pengadaan Langsung ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
1g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peru bahan dan aturan turunannya.

1 Dokumen Penunjukan Langsung ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai

it:

ng

bat Pembuat
utmen (PPK)
ibat yang
wenang untuk
randatangani
itrak

iku Usaha
ing Asli Papua
VK

’BJ

7anan

1gadaan .
ara Elektronik
SE)

SE

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Harga Perkiraan Sendiri.
Lembar Data Pemilihan.
Kerangka Acuan Kerja

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.

yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian
ataun menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal
dari PA, KPA, atau PPK.

yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon
penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan
berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat

Surat Perintah Kerja.
Surat Perintah Mulai Kerja.
Surat Penunjukan Penyedia Barang/]Jasa.

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat
diakses melalui website LPSE.



BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[kop surat K/L/PD]
! [tempat], __[tanggal] [bulan] ___ [tahun]
: 1 (satu) berkas
th.
Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan pada

[K/L/PD] Tahun Anggaran

ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
. Barang sebagai berikut:

Pengadaan

paket pengadaan

1p pekerjaan :

iPS :Rp ( )

s pendanaan : Tahun Anggaran

anaan Pengadaan

it dan alamat [Ruang, Gedung, Lantal, jalan, dstf
n/Fax :
ite LPSE

diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
; secara elektronik sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
emasukan dan Pembukaan| _/_ sd._ /__ _sd._
Jokumen Penawaran
valuasi, Klarifikasi Teknis dan /
legosiasi Harga
'enandatanganan SPK /

sebagaimana dimaksud tercantum pada SPSE. Apabila Saudara membutuhkan
:an dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di
pai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

n disampaikan untuk diketahui.

Pengadaan pada [K/L/PD]

.............




er Dana

Igan
ntangan
ntingan

1.2  Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3  Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP. '

1.4  Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.8  Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9  Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun fidak langsung yang berakibat
persaingan usaha fidak sehat.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul

4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan  pengadaan  di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan

usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
Neeara.



ratan Shl Untqk peserta yang berbentuk badan wusaha, persyaratan
kasi kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

istrasi/ a.
as b.

(&

Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
LDP;

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar

Perusahaan (TDP);

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan

hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri

atau sewa,

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan

diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan
pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, Kkolusi,
dan/atau nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika
mengetahui  terjadinya praktik korupsi, kolusi
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil
kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam
angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui Surat pernyataan yang

ditandatangani/disetujui Peserta yang berisi:

1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam;

3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;

4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

6) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai  Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
Negara; dan

7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan
dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan
jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen
yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan

maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif,
aanksi nencantuman dalam daftar hitam. <ueatan



aratan
fikasi
is Peserta

Tinggal);

c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil konfirmasi status Wajib Pajak;

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

2) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini.

3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil
kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. Menyetujui Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta
yang berisi:

1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;

3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana; dan

4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengarmbil cuti diluar tanggungan Negara.

5.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian

atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi
administrasi memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan
Domisili Tinggal

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
kualifikasi kualifikasi teknis meliputi:

a. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun wakiu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;

2) Penyediaan  barang  sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasia,
termasuk pengalaman subkontrak;

b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman
dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) untuk paket
pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi teknis
meliputi:
1) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang;
dan
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Undangan Pengadaan Langsung;

Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Lembar Data Pemilihan (LDP);

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
Bentuk Dokumen Penawaran:

Pakta Integritas;

Formulir Isian Kualifikasi; dan

. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Rancangan Surat

Perjanjian pada Pengadaan Langsung untuk percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat

[APAN DOKUMEN PENAWARAN

nen 8.1
raran dan
ikasi

8.2

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi dan disampaikan melalui SPSE
Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

1) Tanggal;

2) Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum

dalam LDP;

3) Harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan

4) Tanda tangan oleh :

a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;

b) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi ~ yang  nama
penerima

¢) kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar;

d) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagal tenaga kerja tetap
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah dari  direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar; atau

e) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh

kantor pusat.
b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar;

Standar produk yang digunakan;

Garansi;

Asuransi (apabila dipersyaratkan);
Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

Aicnnsmsvnvandlenaie

o 0T
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retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi
(apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan
dalam total harga penawaran.

Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir
4).

\MPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

mpaian
nen
7aran

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE.

UKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

bukaan
iwaran

1uasi dan
osiasi
awaran

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
penawaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE.

10.2 Pejabat  Pengadaan  memeriksa kelengkapan  Dokumen
Penawaran, yang meliputi:

me o0 T

Surat penawaran;

Surat kuasa (apabila dikuasakan);
Dokumen penawaran teknis;
Dokumen penawaran harga;
Pakta Integritas; dan

Formulir Isian Kualifikasi.

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. Evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. Evaluasi teknis; dan
c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

1) Ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf
a butir 4);

2) Mencantumkan penawaran harga;

3) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam
LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain;

. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6;

3) Apabila penvedia tidak memenuhi versvaratan kualifikasi.
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tidak memenuhi (pass and fail);

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

juatan 121
a Acara

Iadaan 12:2
sung

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga;

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita
Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;

c. Apabila Klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan lLangsung ulang
mengundang Pelaku Usaha lain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
sebagai berikut:

Tanggal dibuatnya Berita Acara;

Nama dan alamat peserta;

Harga penawaran dan harga hasil negosiasi;

. Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila
ada).

poo DR

RBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

rbitan 13.1
J
13.2
1355
13.4
13.5

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. Bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan
b. Bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
PPK menerbitkan SPPB].

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPB} pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat
Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
vendavat atas hasil Penzadaan Lanesung.



14.2

14.3

Banyaknya rangkap dokumen kontrak dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:

1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan
Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh penyedia barang; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;

b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf
a butir 4).
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

RJAAN

IBER DANA

SYARATAN
\LIFIKASI
VIINISTRASI/
ALITAS

ERTA

No.

1.1
1.2

1.8

19

3.1.a

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Isian Ketentuan

Kode RUP: 45266892

Nama paket pengadaan: Belanja Pengadaan Obat dan Bmhp
Buffer Stock Provinsi Papua Tengah Non E-Catalog

Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Obat dan Bmhp
Buffer Stock Provinsi Papua Tengah Non E-Catalog di
lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Kelularga Berencana Provinsi Papua Tengah.

Jenis Kontrak yang digunakan: Harga Satuan

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluiarga Berencana Provinsi
Papua Tengah

Nama Pejabat Pengadaan: Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluiarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Alamat Pejabat Pengadaan: Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluiarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Websife Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:

Website SPSE : spse.lkpp.go.id

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluiarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023

Surat Izin Usaha: 1. TDP

2. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan

3. Nomor Ijin Berusaha (NIB) dengan KBLI
46441 ( Perdagangan Besar Obat Farmasi
untuk Manuasia )

4 Memiliki NPWP dan Status Valid
Keterangan Pajak Berdasarkan KSWP

5. Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2022

6.Memiliki Pengalaman Penyediaan Barang
Pada Divisi Yang Sama dalam kurun
waktu 1 Tahun Terakhir dan Penyediaan
Barang Dalam Kelompok (Grup) Yang
Sama Paling Kurang 1 Pekerjaan Dalam
Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Baik di
Lingkungan Pemerintah Maupun
Swasta,Termasuk Subkontrak.

7. Merupakan Perusahaan yang bergerak



Pekerjaan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun terakhir baik
dilingkungan pemerintah maupun
swastd, termasuk pengalaman
subkontrak.

b. penyediaan barang sekurang-
kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 2 (dua)
tahun terakhir baik dilingkungan
pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak.

Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk

Manuasia.
Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLL)
46411
IMEN 42.a Masa berlaku surat penawaran: Empat belas (14) hari
A\RAN DAN kalender

KASI
4.3p Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: Dua Puluh

(20) hari kalender sejak di keluarkannya Surat Pesanan (SP)
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BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

[ NO URAIAN NAMA OBAT KEMASAN | VOLUME
1. Ambroxol 30 mg Tablet 11000
2. Asam tranexamat 500 mg Tablet 10000
i Asam tranexamat 500mg/ml injeksi Ampul/vial | 6000
4, Multivitamin sirup Botol 1500
5. | Cefixime 200 mg Kapsul 5000 |
6. Cefixime sirup kering 100mg/Sm| Botol 500
7. Cefotaxime 1 g injeksi Vial 3500
8. Ceftriaxone 1 g injeksi Vial 3500
4 |
9. Garam Oralit Sachet 36000 |
10. | Citicolin inj 500 mg Vial 500
11. | Candesartan 16 mg Tablet 4000
12. | Citicoline tab 500 mg Tablet 2000
13. | Multivitamin tablet Tablet | 20000 |
14. | Fenitoin kap 30 mg Kapsul | 2000 |
w
15. | Ranitidin 25mg/mi Ampul 2200
|
16. | Candesartan 8 mg Tablet 5000 l;
17. | Ambroxol HC| 30mg/5ml Botol 2400
l
18. | Bisoprolol 5 mg Tablet 1800 |




20.

247

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

| 29.

30.

Levofloxacin 500 mg Tablet
Dobutamine HC! 50 mg/ml Ampul/vial
Dopamin 40mg/ml Ampul/vial
Clindamycin 300 mg Kapsul
Glimepiride 2 mg Tablet
Ketorolac 30mg/ml injeksi Ampul/vial
Levofloxacin infus 5mg/ml Botol
Meropenem 1 g injeksi Ampul/vial
Metamizole sodium injeksi 2 ml | Ampul/vial
Methylprednisolone serbuk injeksi 125 mg : Ampul/vial

Omeprazole serbuk injeksi 40 mg Ampul/vial

1500

| 300
300
4500
2500
1998

1000

1000
| 3000
| 400

3500




BAB V1. FORMULIR DOKUMEN PENAWARAN

A. FORMULIR SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor i [fempat/, __[tanggall [bulan]
__[tahun/ Lampirvan :
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [K/L/FD]
di
Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerjaan/

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomot:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[diisi nama pekerjaan/ sebesar  Rp

( .

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan/

Nama Lengkap



B. FORMULIR PENAWARAN TEKINIS

No Uraian Spesifikasi Satuan Volume Identitas |
Barang Teknis Barang yang |
dan/atau ditawarkan
Gambar
1. | /Diisi wuraian [diisi  satuan | [diisi volume
Jenis Barang/ unif Barang/ | unif Barang/ f
;

C. FORMULIR PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volurne Jumliah TKDN
Harga

Jumlah (Sebelum PPN)
PPN (10%)
Jumlah total setelah PN




BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usahal

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha/

Jabatan

Bertindak untuk . PT/CV/Firma/Koperasi

dan atas nama [pilih yang sesuai dan canfumkan namal

Dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/PD]

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[tempat], __[tanggal] [bulan] [tahurn/

[Nama Pesertal

[tanda tangan/,

[nama lengkap]

ljabatan/



[Pakta Integritas Ferorargari/

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas 2 [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Alamat

Pekerjaan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada
[isi sesuai dengan K/L/PD| dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahuj terjadinya praktik korupsi,

kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(»]

[tempat], __[tanggal] [bulan/ [tahun/

[Nama Pesertal

[tanda tangan],

[nama lengkap/



BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama badan usahal

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor/
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akifa notaris/
Bertindak untuk : [diisi nama badan usaha/
dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan
lakta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal
akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasal,

[RS]

Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti drluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang
sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"J,
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

Nama Badan Usaha

2. Status Pusat Cabang
3.  Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail
4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E-Mail
. Bukii kepemilikan/penguasaan
Y- tempat usaha/kantor
B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor :
b. Tanggal
¢. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran
[contoh:  nomor  pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM
untuk yang berbentuk PT]
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar
Koperasi
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nama Notaris
[contoh: persetujuan/bukti
laporan dari Kementerian
Hukum dan HAM untuk yang
berbentuk PT|
C. Pengurus Badan Usaha
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)
No. Nama Nomor Kartu Jabatan dalam Badan
Tanda Penduduk Usaha
(KTP)/
Paspor/Surat
Keterangan
Domisili Tingzal




2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama

Nomor Kartu
Tanda Penduduk
(KTP)/
Paspor/Surat
Keterangan
Domisili Tinggal

Jabatan dalam Badan
Usaha

D. Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Nomor Induk Berusaha : No Tanggal
2. Surat Izin Usaha No Tanggal
3. Masa berlaku izin usaha
4. Instansi pemberi izin usahd
5. Kualifikasi Usaha
6. Klasifikasi Usaha
7. No. TDP
E. Izin Lainnya fapabila dipersyaratkan/
. Surat Izin No Tanggal

2.
B

Masa berlaku izin
Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

Nomor Kartu Alamat
Tanda Penduduk
(KTP)/ .
No. Nama Paspor/Surat Persentase
Keterangan
Domisili Tinggal
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti laporan Pajak Tahun
tayal-hiy (QPT tahiinand NO-___tangSa[




G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

N Tgl/bln/thn Tingkat JS}:T!M Pengalaman Profesi/ - :ra.}fl.in /
lahir Pendidikan a2t Ketia (tattun) | keatlan e Lisds
pekerjaan - ljazah

2 5 4 o 6 7 8

|
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperiukan/

Jenis Kapasitas . =L HR
. . atau Merk Tahun . . | Lokasi | Bukfi Status |
asmtii/;’etalat Jumlah output dan pembuata Ko(l;cim Sekaran | Kepemilika l

pada saat | tipe n ? g n |

Perlengkapan . |
2 4 ) 6 i 3 9 |

|

|

|

1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Pekerjaan | pinekasa

- n
| Tanggal Selesai |
i Kontrak | f,::uz Pekerjaan I
Nama Pemberi di ; Berdasarkan 1[
paket |kelompo | Ringkasa | Loka Pekerjaan Gttt |
Pekerjaa | k (grup) n si ‘ elaks | |
Lingku Alamat P BA |
" SEUP No/ anaan ‘
Pekerjaa Nam {/ , Nilai | Pekeri | Kontrak Serah |
n a |Telepo Tangg N JEe Terim

- al | aan | " i
l | | !
i B |
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) }

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Nama Pemberi Status »
§ Paket Loikas Pekerjaan Penyedia Kontrak Progres Terakhir |
dalam |




n pelaksana ,
Finekup f/\lamat ” No/ A Konirik Pl:jsta 1
Pekerjaa Nama | 1 jepo | Pekerjaan Tanlgga Nilai {R;’,ngéa)n Kerja |

n n 4 (%)
2 9 4 5 6 7 8 9 10 11

i

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung
Jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi
berupa sanks! administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

[tempat/, [tangsal/ [bulan/ [tafiin/

PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumbkan namaj

[rekatkan meterar Rp10.000,-
tanda tangan/

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usahal




FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]/
Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;

2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawal
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daecrah yang sedang cufti diluar tanggungan Negara
ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara™f,

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini:

5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. Data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama
2. Pekerjaan

Alamat Rumah

3. No. Telepon

No. Fax

Alamat Kantor

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

B. lzin Lainnya /apabila dipersyaratkan/

i. lzin : No Tanggal
2. Masa berlaku izin




C. Data Keuangan

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun , Tahun tanggal
terakhir )

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperiukan/

Kapasitas
Jenis atau Merk o : o
)| Fasilitas/Peralatan/ | Jumlah | owutput | dan i KOQdISI Lok@ BUKHI S
Perlengkapan pada tipe pembuatan | (%) | Sckarang | Kepemilikan |
saat ini '
2 3 4 5 6 7 8 9 |

E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tanggal
Kontrak Status Selesai
Pemberi Penyedia | Pekerjaan
lama kelompo | Ringkasa _ Pekerjaan dalam Berdasarkan
aket k (grup) n Lokasi pelaksan
erjaan Lingkup X 5 ) No/ aan . s BAh
Pekerjaa am | Alamat .1+ | Pekerjaa | Kont | Sera
nJ a Telepon Tanlgga buid) nJ rak | Terim
a |
(2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (an | (12 |
|
F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Pemberi Status
Pekerjaan Penyedia Kontrak Progres Terakhir
lama Rinsices dalam
fé(r?;a % LoRasi pelaksana
' HJ Lingkup Alamat | ek;l} . No/ Kontrak Prestasi
Pekerjaa Nama | / J Tangga | Nilal (Rencana) Kerja
n Te]_epon | (%) (%)
2 3 4 3 6 il 8 9 10 11




emikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
smalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
\gugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan

srundang-undangan.

[fempat], [tanggall [bulan/ [tahun/

enyedia

rekatkan meterai Rp 6.000,-
anda tangan/

nama lengkap)




BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan ketyja Pejabat Penandatangan Kontrak/

SATUAN KERJA :
URAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Jama Pejabat Penandatangan I
Kontrak: |

Nama Penyedia:

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

. TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
AKET PENGADAAN LANGSUNG :

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG :

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG :

SUMBER DANA: /[sebagal contoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA/DFA
lahiun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp

¢ rupiah).
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

Pejabat Penandatangan Kontrak

[fanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meteral Rp 10.000,- )/ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk |
proyek/satuan kerja Pejabat Fenandatangan |
Kontrak maka rekatkan meferal Rp
(nama lengkap/ 10.000,- )/
[jabatan]

(nama lengkap/
[jabatan]




SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

HARGA SPK

a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.

O

HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan
yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan
oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar.

CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan
memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
Pejabat Penandatangan Konirak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mezger) atau akibat
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a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam

Surat Perintah Pengiriman.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia
dengan adendum SPK.

o

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

perita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan

ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

2

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.




maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai
Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN :

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

Jika peketjaan tidak gelesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena

lceslahan atau kelalalan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda

keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

b

. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini perlaku selama masa garansi berlaku.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa
garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat




diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

7. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

8. PERISTIWA KOMPENSASI

19:

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;

8) Ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan.

_ Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa
Kompensasi.

. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasl.

PERPANJANGAN WAKTU ; .
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
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tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu
pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh penyedia.

. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar
kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapali.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau
pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) Pengaduan fentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan;

5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak;

6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah
pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);

2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pembayaran dilakukan dengan [sistemt fermin/pembayaran secara sekaligusf,
3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan sefelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

¢. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
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alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan
atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak
termasuk PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian
Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat
Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah
lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK
ini.




ETENTUAN UMUM

Definisi

[stilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut:

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh pengguna Barang.

1.Z Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan —anggaran
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Pendantangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.

17 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah.

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
perdasarkan kontrak.

1.9 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama
lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjuinya disebut Jaminan adalah
jaminan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh Bank
Umum/Perusahaan  Penjaminan/Perusahaan Asuransi/
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan
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Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
Penyedia Barang/]Jasa.

Bagian Konfrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum  pada bagian
kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan
memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing
bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang
sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada
Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
dan kewajiban Para Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah
Pengiriman  (SPP)  yang  diterbitkan  oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan

ketentuan pengiriman yang digunakan.
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hierarki dalam Kontrak.
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Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa
Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul
4.1.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat

dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan; dan

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen

impor.

Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain
tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya

dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak
berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan
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5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Cerfificate of Origin); dan
b. Sertifikat Produksi.

5.6  Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang
oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum
serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal
(Certificate of Orjgin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan
dalam rancangan kontrak.

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan  dan/atau
korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan
secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mai/, dan/atau
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk
Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan.

9.2  Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara
lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali
pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.

9.3  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan ape?bila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan
dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan



tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau
Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

.. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap
Mandiri personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh personel dan Subpenyedianya.

.. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebuf
dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas
nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

PELAKSANAAN KONTRAK

3. Jangka Waktu 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Pelaksanaan
Pekerjaan [3.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang

4. Surat Perintah
Pengiriman
(SFP)

15. Lingkup
pekerjaan

16. Standar

17. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak
(apabila

ditentukan dalam SSKK.

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.

14.3  SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai
dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tfujuh)
hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.

14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan
SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia
dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan
waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak
tanggzal penerbitan SPP.

14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan
sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan
standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,

unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
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19.3

20.1

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;

¢. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama Dberlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal
dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,
dan/atau tenaga professional.

Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan
pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan
Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
pengawas pekerjaan yang sesual dengan kewenangan
pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau
rekomendasi dari Tim Teknis.

Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan inspeksi  atas  proses pabrikasi
barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk
mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar

dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama
masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal



. Pengiriman

!, Asuransi

3. Transportasi

24, Risiko

25. Pemeriksaan
dan/atau

Pengujian

21.1

2152

245

23.2

23.3

penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan
di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barar'lg' sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian
pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,
Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang
cara penanganannya.

Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan
diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam
SSKK.

Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan
Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai
dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.

Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat
Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan  Konfrak sampai dengan  Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25.1
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Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur
dalam SSKK.

Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.
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Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban unfuk memberikan akses kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya
kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain
yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan
jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang
tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita
acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan
Penyedia.

Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait.

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau
mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya
ditanggung Penyedia.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal
sebagai berikut:

a.

b.
c.

Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak
Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah



. Perpanjangan
Wakiu

30. Pemberian
Kesempatan

dibutuhkan;

Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan
pelaksanaan pekerjaan; atau

g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

29.1
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Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian  berdasarkan  data  penunjang.  Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan
perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/ mengatasi dampak
Kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum/ perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana

dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat

menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat:

a.p memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa
pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai
tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.



didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan,
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan

perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila
ada).

30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
PENYELESAIAN KONTRAK
[. Serah Terima 31.1 Setelan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang

Barang

1.2

51.3

31.8

tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima barang.

Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim
teknis.

Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian
barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban  untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang
dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang
jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka
sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:

a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan
Kontrak; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas



Jaminan bebas
Cacat Mutu/
Garansi

3. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan
Kontrak

32.1

32.4

32,9

32.6

58;1

33.2

34.1

34.2

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan
(ika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia,
atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa
garansi berlaku.

Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi
berlaku.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat
Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak
lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan
melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi
barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan sebelum serah terima Barang.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilat
kontrak.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para
pihak, meliputi:



35. Keadaan Kahar

34.3

34.4

34.5

34.6

34.8

34.9

34.10

34.11

34.12

34.13

35.1

lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul
34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan
rekening Penyedia, dan sebagainya.

Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.

Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan
tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

Perintah  perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.

Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan
Kontrak.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-
hal sebagai berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya  sama dengan waktu
terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat
peristiwa kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas
pekerjaan  dan/atau tim  teknis  untuk  meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak



86.3

35.4

35.5

35.6

SHAT

35.8

Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

4. Bencana alam;

b. Bencana non alam;
¢. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f.

2.

Apabila  terjadi Keadaan  Kahar, maka  Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan
ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama
atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia  berhak  untuk  menerima  pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian  biaya . ini  harus  diatur  dalam
adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji

atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh

Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan
keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan
terjadinya peristiwa yang menyebabkan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertal



b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap

mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan iahun anggaran.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian
Kontrak

. Pemutusan
kontrak

. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat

Penandatangan
Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 35.

37.1

w
gl
N

Pemutusan  kontrak dapat dilakukan oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak
secara  sepihak  apabila  Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak
/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada
Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a.

a0

Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dinyatakan
benar oleh Instansi yang berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan.

berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan  keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul
30.3 SSKK;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK,



9. Pemutusan

40. Berakhirnya

F.

Kontrak oleh
Penyedia

Kontrak

k.

38.2

38.3

39.1

39:Z

40.1

40.2

Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan (apabila ada).

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud

pada klausul 37.1, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal
berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Konirak
dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani kontrak.

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak

melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak
dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak se_bagaimana
dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari

pelaksanaan kontrak.

PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK



Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

v PENYEDIA

t2. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

41.1

41.2

42.1

42.2

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

4.

b.

500 e o

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia;

meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh penyedia;

menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan
spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

mengenakan sanksi kepada penyedia;

memberikan instruksi;

mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
menyetujui adendum/perubahan kontrak;

menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan
garansi (apabila ada); dan/atau

menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;

membayar uang muka (jika ada permohonan dan
disetujui)

membayar penyesuaian harga (jika ada);

membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Penyedia mempunyai Hak:

a.

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan
Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
Kontrak; dan

memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai
ketentuan Kontrak.

Penyedia mempunyai Kewajiban:

a.

b.

melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara
periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang
yang telah ditetapkan dalam kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan
ketentuan dalam kontrak;

memberikan  keterangan yang diperlukan  untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak;’ .
menyerahkan hasil pengadaan Barang sesual dengan

jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang ftelah
ditatankan dalam kontralk:
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Tanggung
Jawab

. Penggunaan

Dokumen
Kontrak dan
Informasi

. Hak Atas

Kekayaan
Intelektual

. Penanggungan

dan Risiko

miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
& menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
mnterest.

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan
Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan
waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
Pengiriman/penyerahan Barang.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis,
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP
ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak lain.

46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggzal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi
sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas
akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau
dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti,
dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan

atau kelalaian Penyedia.
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diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan
kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia,
jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadal.

47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan
harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib
menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal
selesainya pekerjaan untuk:

c. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko
lain yang tidak dapat diduga; dan

d. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak kontrak sebelum melakukan
tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama.

51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkonfrakan oleh Pfanyedjq
kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di
dalam SSKK. :

51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh
atas keseluruhan pekerjaan tersebut.



, Keselamatan

. Sanksi Finansial

5. Jaminan

per}u, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal
kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja (apabila ada).

54.1

54.2

54.3

556.1

55.2

55.3

55.4

55.6

55.7

55.8

Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan
tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong  pembayaran  prestasi pekerjaan  Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.

Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka
atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang
muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak
menyelesaikan  pekerjaan  setelah  berakhirnya  masa
pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah
terima barang.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kuranghya sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan

tanggal serah terima barang.

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen
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58.5

58.6

58.7

dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
dllakulgan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau
waktu pemutusan Kontrak.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang
diatur dalam SSKK.

Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan. ‘

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan  pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam wak’gu 7
(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Personel  berkewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan
pekerjaannya.
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dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
dllakulgan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau
waktu pemutusan Kontrak.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang
diatur dalam SSKK.

Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan. '

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban  untuk menyediakan pengganti  dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7
(tujun) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Personel  berkewajiban untuk menjaga  kerahasiaan
pekerjaannya.
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Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrzk sebesar nilai
kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau sfem pekerjaan dengan
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Uang muka

a.

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi  barang/bahan/material/peralatan  dan
tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.
besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;
dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan
uang muka maka Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (suwrefyship) difetapkan oleh
lembaga yang berwenang;
pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak.

Prestasi pekerjaan

a.

pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan diserfai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pengecualian unfuk:
a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;
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namun belum terpasang; atau
c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai
mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada
saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir
tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan
atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi
pekerjaan diterima/terpasang.
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan

setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita
acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil
uji coba.

d. Pembayaran dengan [Letter of Credit (L/C) mengikuti
ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda

keterlambatan.

a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan
tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana
ditentukan dalam SSKK..

b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau ifem pekerjaan dengan
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan
volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam
Adendum Kontrak (apabila ada).

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan sclesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhl.c‘an
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

Pejabat Penandatangan  Kontrak secara tertulis
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Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.

Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.

P;mberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana
diatur di dalam SSKK.

Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau /fem
pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan.

Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cosf) dan harga satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum
Kontrak.

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat
adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak
tersebut ditandatangani.

Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:

B, G D, )
= jd F ho— 4+ co—+d.—+ -
1 ) (a 2 B, ¢ G Dy

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran



bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b-+c+d+....dst adalah 1,00.
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan
penyampaian penawaran.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan.

63.10 K_oefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
Py = (Hn, x Vi) + (Hn, x Vo) + (Hp, x V3) + -

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satuan;
Hn= Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam
Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

PENGAWASAN MUTU

$. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

5. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat

Penandatangan
Konfrak

56. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia.

65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan
pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.

65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu.

-



Pengujian

. Perbaikan
Cacat Mutu

Pejabat_ Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan
apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mufu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut

dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

68.1

68.2

638.3

68.4

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada
Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Garansi.

Terhadap_ pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak
secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana pada klausul 37.2.; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo
(apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan
sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak yang telah jatuh tempo.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat

Mutu.

.  PENYELESAIAN PERSELISTHAN

39. Itikad Baik

69.1

69.2

69.3

RO 4

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-
hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju yntuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi

keadaan tersebut.

Priahat Penandatanoan Konfrak dan Penvedia herkewraiithan



Penyelesaian
Perselisthan

70.1

70.2

70.3

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase
atau Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.



BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1sul dalam SSUK
Perbuatan yang 4.3.b
dilarang dan
Sanksi

Korespondensi

: Wakll sah para

pihak

Pengalihan 92
dan/atau

Subkontrak

9.6

Pengaturan dalam SSKK

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke

[dliisi dengan kas negara atau kas daerah)]
Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama :

Alamat :

Telepon :

Website :

Faksimili :

e-mail :

Penyedia :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

Wakil Sah Para Pihak sebagal berikut:
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak :
Untuk Penyedia:

Pengawas Pekerjaan :
sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila
ada).

Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
i
2
5! dst

[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesual dengan penawararn
Penyedial

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau

Subkontrak dikenakan sanksi

[diisi dengan memilih salah safu sanksi yang akan

dikenakan:

a. dilakukan pemutusan kontrak; atau

b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalan
kontrak dengan haiga yang dibayarkan kepada
subkontraktor./

e L 1



Inspeksi
Pabrikasi

Pengepakan

Pengiriman

. Asuransi

2. Transportasi

4. Pemeriksaan
dan/atau

Pengujian

18.1

18.2

19.1

19.2

20.1

20.2

Tanggal ( )

[diisi dengan memilifi salah satu, menggunakan junilah
hari atau menggunakan fanggal/

Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan
[Ya/Tidak}

Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi
barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:
Hari :

Tanggal E
Ruang Lingkup :

[diisi dengan Tujuan Pengriman atau Tujuan Akhir/

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam
dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang
harus diserahkan oleh Penyedia adalah:

Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima
Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia
bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Penyedia menggunakan transportasi
fjenis angkutan/ untuk pengiriman barang melalui
[darat/laut/udaral

Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi

Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :

Penerima manfaat :

Tempat Tujuan Pengiriman:

Tempat Tujuan Akhir :
Pemeriksaan dan/atau  pengujian  dilakukan oleh

[diisi dengan penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak/
Pihak Ketiga yang ditunjuk].

Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh

Jdiisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal
pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia,
atau penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada
pihak ketigal



Zeristiwa
Kompensasi

Perpanjangan
Waktu

Pemberian
Kesempatan

Serah Terima
Barang

Pemufusan
Kontrak
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Pemutusan
Kontrak
Penyedia

oleh

oleh

.Hak dan
Kewajiban
Pejabat

Penandatangan
Kontrak

). Penanggungan
dan Risiko

3. Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga

9. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan

Perestititian

28.5

29.2

30.2

37.1.k

38.1

40.2.e

45.4

48.1

49.b

dan/atau

Pemeriksaan

pengujian  dilaksanakan di

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat
[diisi jum]ah hari kerjaj setelah Penyedia meminta
perpanjangan.

pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
(diisi dengan jumlah hari kalender) hari kalender sejak
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)/.

untuk

Serah terima dilakukan pada:
[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir/

Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama

[diisi dengan jumlah harr kalenderf

a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling
lama
[diisi dengan jumlah hari kalender/

b. Batas waktu untuk penerbitan surat
pembayaran paling lama

[diisi dengan jumiah hari kalender]

perintah

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupa:
[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau
kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedial

hari kalender.
[diisi dengan masa garansi apabila ada/

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk
pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi
terjadinya  kecelakaan terkait —dengan pelaksanaan
pekerjaan (Ya/Tidak]: '

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi _untuk pihak
lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait
dengan pelaksanaan pekervjaan [Ya/Tidak/:

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan

Kontrak antara lain:



Kerjasama
Penyedia dengan
Usaha Kecil
Sebagai
SubPenyedia

Kepemilikan
Dokumen

Pembayaran

50.2

56.3

59.1.a

59.1b

59.2.a

59.3.a

Eagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha
ecil:

L.

2

3. dst
[diisi  setelah proses penulthan selesai, sesualr dengan
penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnyal

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan
pembatasan sebagai berikut:

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang
muka [Ya/Tidak]

ljika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar _ % ( persen)
dari Nilai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
[Termin/Bulanan/Sekaligusj.

[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka
dilakukan dengan ketentuan:

Termin ke-1: sebesar % dari nilai Konfrak untuk
penyelesaian  tahapan  pekerjaan/sub-output berupa

Termin ke-2- sebesar 9% dari nilai Konfrak untuk
penyelesaian  tahapan pekerjaan/sub-output  berupa

Termin ke-3: sebesar % dari nilai Konfrak untuk
penyelesaian  fahapan pekerjaan/sub-output  berupa

dast.../

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar
berdasarkan  perhitungan  progres pekerjaan  yang
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/

Ganti rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan
dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan:

[diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkan]



Penyesuaian
Harga

Penyelesaian
Perselisihan

59.3.b

62.1

69.4

Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah:
[diisi dengan memilih salah safu :
1) 1%o (safu permil) per harf dari harga Bagian Konfrak
yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda Kketerlambatan dari bagian
kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
I,

2
3,
4. dst

[diisi dengan bagian pekerjaan/

Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: [Ya/Tidak/
Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan

Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan
dilakukan melalui

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan olef
LKFP/Lembaga Arbifrase/Pengadilan Negerr/

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada
Pengadilan Negeri
[disebutkan Nama Pengadilan Negerif




BAB XII. RANCANGAN SURAT PERJANJIAN

RANCANGAN SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA
SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pakef Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor:

RAT PER[AN_]]AN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
andatangani di pada hari tanggal __ bulan tahun
[fanggal, bulan dan fahun diisi dengan huruf] antara:

[nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
untuk dan atas nama [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan
di {alamat PA/KPA/PPK]/, berdasarkan Surat Keputusan
[pejabat  yang  menandatangani SK  penetapan  sebagai FA/KFPA/PPK]  No

[No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPKJ, selanjuinya disebut
Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
[nama wakil Penyedial, ljabatan wakil Penyedial, yang bertindak
untuk dan atas nama [nama Badan Usaha Penyediaf, yang berkedudukan di
[alamat Penyedial, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. [No.
Akta Pendirian/Anggaran Dasar| tanggal [tanggal pencrbitan Akla
Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutrya disebut "Penyedia’.

wa Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan

Penyedia Barang/]asa (SPPBJ) Nomor jtanggal
bulan tahun , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan

Barang”.

c) Penyec%ia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi
persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis,
serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui .dan_ menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; -

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Konfrak ini; .

4) telah mendapatkan kesempatan  yang mcmadai. ‘ untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakia dan

kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1



istilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
gcantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

ang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

cst
1isi ruang lingkup peketjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan/

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak
[diisi dengan jenis kKontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuany.

) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

[) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:

Adendum/ perubahan Kontrak (apabila ada);

Kontrak;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

Dokumen Penawaran;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPB], BAHP.

S0  pELNT
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2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam c_ioku'mcn.
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrz_tk sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana

diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesual



Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
[tanda fangan dan cap | [tanda tangan dan cap/
[nama lengkap] [nama lengkap]
[jabatan] [jabatan]
atan:

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk Penyedia; dan

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



ristilahan dan ungka_pan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
gcantum dalam lampiran Kontrak ini. J

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

iang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
clst
lisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang vang akan dilaksanakan)/

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1) Pez}.g_adaan Bayan_g ini menggunakan Jenis Kontrak
[diisi dengan jenis Kontrak lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuany.

2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kontrak ini:

a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;

c. syarat-syarat khusus Kontrak;

d. syarat-syarat umum Kontrak;

Dokumen Penawaran;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPB], BAHP.

SrE0q @

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontreyk sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana

diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat unfuk
-menandétangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai



Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
[tanda fangan dan cap | [tanda tangan dan cap/
[nama lengkap/  [nama lengkap]/
[jabatan] [jabatan]
fatan:

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk Penyedia; dan

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor;

RAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
andatangani di ___ pada hari tanggal __ bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

[nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
untuk dan atas nama [nama satuan kerja PA/KPA/PPK/, yang berkedudukan
di _ [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan
[pejabat  yang  menandatangani SK  penefapan  sebagai  PA/KPA/PPK] No

[No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat
Penandatangan Kontrak” dan

Kemitraan yang berangsotakan sebagai berikut:

1. [nama Penyedia 1};
2. [nama Penyedia 2/;
................................................ ast.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng

atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini

dan telah menunjuk [nama anggota Kemitraan yang ditunjuk sebagal wakil

Kemitraan] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di

[alamat Penyedia wakil Kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No.
tanggal , selanjutnya diseput “Penyedia”.

ara Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ,tgnggal

bulan tahun , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan
Barang”.

() Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini. . -

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan r_ngmlhkl kewenangan unfuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang d1wak1_h.

(¢) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; -

3) telah membaca dan memaharmi secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk _m_emerlksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan

kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan



stilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna -
antum dalam lampiran Kontrak ini. yang sama seperti yang

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

ng lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

dst
isi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]

_ Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak
[diisi dengan jenis kontrak lumsum/haiga satuan/gabungan lumsum dan harga satuarn).
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini:

Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);

Kontrak;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum kontrak;

Dokumen Penawaran,

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

LR -

p——

2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih finggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Jak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
jalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagdimana
diatur dalam SSUK dan SSKK.



a dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
sa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
[tanda fangan dan cap | [tanda tangan dan cap/
[mzma lengkap] [nama lengkap/
[jabatan] (jabatan/

fatan:

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan
Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan

Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



RANCANGAN SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor:

RAT PEI{]ANJlA_N ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan

andatangani di _____ pada hari _  tanggal __ bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun dilsi dengan huruf], antara:

[nama PA/KPA/FPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak

u 'ntuk dan atas nama [nama satuan keija PA/KPA/PPK/, yang berkedudukan
di [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan

[pejabat ~ yang  menandafangani SK  penctapan  sebagai PA/KPA/FPPK] No
. [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “
Pejabat Penandatangan Kontrak” dan

[ [mmg pen yedial, yang berkedudukan di [alamat penyedial,
176"1'(/3.5‘31'!(:’1!7 kartu identitas No. [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedial, selamjutnya
disebut "Penyedia”]

ira Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

)
)

d)

e)

Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Stanggal
bulan tahun , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan

Barang”.

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Konfrak memenuhi

persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis,

serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan dalam Kontrak ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan

kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan



Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

ng lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

dst
si ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]

_ Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

L) Pqugdaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak
[diisi dengan jenis kontrak lumsum/hatga satuan/gabungan lumsum dan haiga satuan)/

2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

2) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan davi
Kontrak ini:

adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);

Kontrak;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

Dokumen Penawaran;

spesifikasi teknis;

gambar-gambar (apabila ada);

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPB], BAHP.

S e Rn T

(3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

penandatanganan Kontrak sampai dengan

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal £ ) '
dan kewajiban Para Pihak sebagaimana

selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
diatur dalam SSUK dan SSKK.



__

a dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
’a dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
[tanda tangan dan cap / [tanda tangan dan cap (apabila ada)/
[n;zn?ﬁ lengkap/ [nama lengkap]
[jabatan] [jabatan]

fatan:

— Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan
Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan

— Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



BAB XIII. BENTUK DOKUMEN LAIN

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]
mor : [tempat], __[tanggall [bulan] __ [tahun]
npiran :
pada Yth.
vihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

:ngan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal

tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp
) kami nyatakan diterima/disetujui.

bagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
haruskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
terbitkannya SPPB]. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
srdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
alam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta

erubahannya.

atuan Kerja
ejabat Penandatangan Kontrak

tanda fangan/

‘nama lengkap/

Yabatan/
NIP :

Fembusan Yth. :
1 [PA/KPA K/L/FD/

2. [APIPK/L/PD]
3. [Pejabat Pengadaan/



BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
ubm1gar1 dengan Tender pekerjaan [diisi nama paket pengadaan]
g dilakukan di - [dilsi nama satuan kerja yang melaksanakan pengadaanj
wn Anggaran _____ [diisi Tahun Anggaran/ maka kami :

[nama peserta 1};
[nama peserta 2f;
[nama peserta 3J;
[dan seferusnyal.

smaksud }lntuk mengikuti Tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam
ntuk Kemitraan.

mi menyetujui dan memutuskan bahwa:

Secara bersama-sama:

a. Membentuk Kemitraan dengan nama kemitraan adalah

b. Menunjuk : [nama peserta I/ sebagai Perusahaan
Utama (leading firm) Kemitraan dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
Kemitraan.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara
Ecrsarr;\msama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen
ontrax.

Keikutsertaan modal (sharing) masing-masing anggota dalam Kemitraan adalah:

[nama peserita 1] sebesar % ( persen)

[nama peserta 2] sebesar % ( persen)

[nama peserta 3] sebesar % ( persen)
dst

. Masing-masing anggota Kemitraan, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada

butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan.

. Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Kemitraan ini tidak akan diubah

A7
.

selama masa penawaran. Perubahan pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dapat
dilakukan setelah Kontrak ditandatangani dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-
masing anggota Kemitraan.

Masing-masing anggota Kemitraan akan melakukan pengawasan _penuh terhadap semua
aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah
pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-

menyurat, dan lain-lain.

Para Pihak dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini
menyatakan dan menyetujui pakta integritas: _ _

a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusl, dan/atau nepotisme; ‘ )

b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi,

kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengac;laan ini; ) '

c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional u.nml\

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau ¢ maka

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan peraturan perundang-

nndanean



gtama/dirvektur pela_ksana/ pengurus koperasi [nama peserta I/
berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan.

Pevjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Perjanjian ini dlbua’t dalam l‘angkap ( ) yang ]masjng-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

janjian Kemitraan ini ditandatangani di oleh semua anggota Kemitraan pada
i tanggal bulan ,tahun__
[Peserta 1] [Peserta 2/ [Peserta 3/
( ) ( ) ( )
[dstf
( )
atan:.

Surat Perjanjian Kemitraan ini harus dibuat diatas kertas segel/ bermeteral.



BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan)

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.

ag bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan selaku
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di

amat]
tuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

ngan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama 3 [naina Pejabat Penandatangan Kontrak/

Alamat
lanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
jumlah uang Rp
:rbila!ng, : ) dalam bentuk
iransi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan berdasarkan Surat
munjukan Penyedia Barang/]asa (SPPB]) No. tanggal ;
yabila:

Nama : [nama penyedial

Alamat
slanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

‘wnyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

erlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya

epada PENERIMA JAMINAN berupa :

. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau

I, Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang D_ijamin. - o
ebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dyjamin.

3aransi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: .
. Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal

s.d. .
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara ‘tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling la_lmbat 14 (empat belas) ha'rl
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir

11
3. Penjamin akan membayar

kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)

setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin

idera ianji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
ST istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang

4.  Penjamin melepaskan hak-hak d ;
d?illlcjaimslgb;ngai ljajm“a“ lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum



Segala hal yang mungkin timbul seba
pihak memilih domisili hukum yang

gai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di:
Pada tanggal

[Bank/
Meterai Rp10.000,00
Untuk keyakinan, fo|’“<3"".§ S ST
e [Nama & Jabatan]

fhankf




-
B

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURAN
SI/PE
LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS DI BIDANG PEMBIAYAAN %S

AHAAN PENJAMINAN/
AMINAN, ASURANSI

[Kop Penerbif Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN

nor Jaminan: Nilai:

Dengan inl dinyatakan, bahwa kami:

sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
Jaminany,

[namaf, __ [alamat]
[nama penebit
[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
pertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada (nama Pejabat

Penandatangan kontrak], {alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya
discbut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp

(terbilang )
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak

memenuhi  kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana

ditetapkan  berdasarkan  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)

No. tangzal untuk  pelaksanaan  pekerjaan
yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai

dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat

(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA

JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat

TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAM[-N

melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih

dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAM
selambat-lambatnya dalam waktu 30
masa berlaku Jaminan ini.

[N berdasarkan jaminan ini harus sudah diagjukan
(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya

Dikeluarkandi
Pada tanggal —_—————

Untuk  keyvakinan, pemegang
Janinan  disarankan  untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
S [peaeriut juninan]

TERJAMIN PERNJAMIN




BENTUK JAMINAN UANG MUKA DAR] BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
ng bertanda tangan dibawah ini: d ‘
G _ alam jabat <
Fialam hal ini bertindak untuk dan atas nama d ?ni;;naszlaﬁ\/?/
rkedudukan di [alamat]

ituk selanjutnya disebut :  PENJAMIN

:ngan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [nama Pejabat Penandatangan Kontrak/
Alamat
dlanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
sjumlah uang Rp _ (terbilang )
alam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
erdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama ! [nama penyedia/
Alamat
elanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

ernyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
serlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
jalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang

literimanya, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: _
I.  Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal

s.d.
an atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
nan paling lambat 14 (empat belas) hari

Bank sebagaimana tercantum dalam butir

2. Tuntutan pencair : !
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima jamu
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi
1.

3.  Penjamin akan membayar kepa
atas atau sisa Uang Muka yang belum ¢
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN
davi PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sat
janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. P

\ _hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang

i gﬁﬁi?Mlgarr;?lggzsmhak_ : dan dijual untuk melunas hutang YANG

DIJAI\&?I?J sibaéaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. - S Te

i iDi atau dijadikan jaminan kepadg piha lain. -
6 ?dak daipal dlpmdihr’:;;%la?ﬁgul sebajgai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing
. p?l%:i(a :;ilm);?i?lgc;:rrdsili hukum yang umum dan fetap di Kantor Pengadilan Negeri

da Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
pelum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu
syarat (Unconditional) setelah menerima
perdasar Surat Pernyataan Wanprestasi
ksi akibat YANG DIJAMIN cidera

2]




Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan .ufalul:

menkonfirmasi Garanst ini ke
[Tunkl

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]
Meterai Rp10.000,00

me /




Q3

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

JAMINAN UANG MUKA

+ [aminan: .
mor' ] Nilai:

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:

[namal,

(alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penebit jaminan],

(alamat] sebagai Penjamin, selanj '
: . s jutnya disebut
sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak), {alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan
selanjutnya disebut PENERIMA  JAMINAN atas uang sejumlah Rp
(terbilang )

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak

memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana
ditetapkan dalam Kontrak No. tanggal dari
PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama C ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampal dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang
Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara
tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai
pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih

dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. .
IN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

Tuntutan pencairan terhadap PENJAM | '
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di
pada tanggal
| i ik, pemegats Meterai Rp10.000,00

mengkonficnasi Jaminan ini ke
—_[pencrivt purunan/




BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ : : : .
" sedia dalam SPSE. &/Jasa disampaikan melalui Form [sian Elektronik yang

(kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak/

gor - [fempat I

mpiran : P /_[ﬂfiggz?f/__/bujan/_[[ghun/
pada Yth.

tihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

engan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan harga penawaran sebesar Rp

) kami nyatakan diterima/disetujui.

sbagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini Saudara
jharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian
aling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPB].

legagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
lalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

)eserta perubahannya dan aturan turunannya.

jatuan Kerja
%ejabat Penandatangan Kontrak
ltanda tangan]

(nama lengkap/
ljabatan]

NIP :

Tembusan Yth. :
4, [PA/KPA K/L/FD]

5. [APIPK/L/PD]
6. [Pokja Pemilihan/



MT PERINTAH PENGIRIMAN

tkop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

. Nomor :
Paket Pekerjaan :

ng bertanda tangan di bawah ini : i

[gam;i Pejabat Penandatangan Kontrak/
[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak/ |

- [_ajamaz‘ satuan kc':zy’ﬁ Pejabat Penandatangan Kontrak/
anjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

rdasarkan SPK
smerintahkan:

nomor tanggal , bersama ini
[nama Penyedia Barang/
[alamat Penyedia Barang/

ing dalam hal ini diwakili oleh :

lanjutnya disebut sebagai Penyedia;

ntuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No. Jenis Barang Safuan  Kuantitas  Harga Total
Ukuran Satuan Harga’
| | | | 3
O PN e L R D T L
| E | ?
| | |
2. Tanggal barang diterima : >
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama ___ ( ) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal
5. Alamat pengiriman barang :
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan

dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
termasuk PPN).

[tempat], __[ta1] zgall Jbulan/ [tahiurn/

1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak



atuk dan atas nama
jabat penandatangan Kontrak

qnda tangan/

1aima len gkap/

abatan/

1P:
fenerima dan menyetujui:

ntuk dan atas nama [namna Pe
e — enyedia/

tanda tangan/

lnama lengkap/

ljabatan/



HELIEN SOMALAY, SH, M.

SK Menteri Hukum dan Halg Asasi Manusia RI, Nomor AHU-78LAH.02,01, Tahun 2010
Tanggal : 26 Maret 2010

.4 . Salinan

AKTA 3 PEHDIE[AH PERSEROAN TERBATAS
: 1 PT PAPU.IL SEJAHTERA FARMAM

NOMOR : 3% |
TANGGAL : 25 JULI" 2017 :
e ) L

ol

L

i1 o ! |:

L " i3

o ' I

{ 5‘“ ! N i “ ik I ! i ;

! i §

‘ T Telp/Fax : (0967) 525555,”9\0813?1}‘ §

Jalan Ardipura Baru Il poumak_;_ As nﬁ'{?@&‘fmdgymw AL T &
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PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
“PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA
Nomor ; 34.-
- Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh lima Juij dua ribu tujuhubelas (2507-2017), —

pukul 09.30 WIT (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Timur).
- Hadir dihadapan saya, -

e i e L L

~—-= HELIEN SOMALAY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Notaris di Kota Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan —
akan disebut pada bahagian akhir akta inj -~ .-

1. - Tuan MOHAMAD NUR ABIDIN, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh tujuh —
Januari seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (27-01-1989), Wiraswasta, ——
bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan Diporiegoro Nomor : 16 — Arso XIV,
Rukun Tetangga 001, ‘Rukun Warga 007, Kelurahan Wulukubun, Kecamatan Skanto,
pemegang Nomor Induk Kependudukan * 9111052701890001, Warga Negara ———-

.. INAONESIA | ~-=mmmmmmmm s e

@—”\ 2 - Tuan WURYANTORO MAMBAY, lahir di Serul, pada tanggal sebelas Juli seribu ——
: % sembilanratus delapanpuluh empat (11-07-1984), Swaslta, bertempat tinggal di -—-—
= i Kabupaten Kepulauan Yapen, Jalan Sumatera, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -

004, Kelurahan Anotaurei, Kecamatan Anataurei, pemegang Nomor Induk ———-———
Kependudukan : 9105011107840003, Warga Negara Indonesia ; ~————————--
3. - Tuan FEBRI PURYANTO, lahir di Slernang, pada tanggal empat Pebruan seribu —
sembilanratus delapanpuluh tiga (04-02-1983), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Jayapura, Perumahan Grand Doyo Blok C Nemer : 2, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Waibu, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 9103010402830005, Warga Negara Indonesla ; —— -
- Para penghadap untuk sementara berada di Kota Jayapura |

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ; '
- Para penghadap dengan inl menerangkan, bahwa dengan tidak mengurang! (zin darf —

plhak yang berwenang, telah sepaiat dan setuju untuk bersama-sama mendilican suall

perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -———
| pendirian inl, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran|asar) sebagl ——

berikut : -
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
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Pasal1,
Perseroan terbatas Inl bernama FT. PAPUA SEJAHTERA FARMA "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar in; tukup disingkat dengan *Perseroan
berkedudukan di Kota Jayapura :

ll)‘ ——n

Fierseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik-
di dalam maupun di luar wilayah Republik lndonesia, sebagaimana yang ditetapkan —

aleh Direksf ; --

-

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu ya) tidak terbatas [amanya. —-—-—--—e-- S—

‘MAKSUD DAN TUJUNAH SERTA KEGIATAN USAHA

-

. Maksud dan tujuan Perseroan ialah ; -----

Pasal 3.

K

&l

" PEDAGANG BESAR FARMASI "

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan ---
kegiatan usaha sebagai berikut | ——----c-zmremconmemncenaennnn ===

Pedagang Besar Farmasi meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran -
perbekalan farmasi termastik dalam jumiah besar sesuai ketentuan perundang- —--

undangan yang berlaku | ---seresncessemsesmmncmsccensanenes

. Pedagang Farmasi bahan obat-obatan meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan,

penyaluran perbekalan obat-obatan termasuk dalam jumiah besar sesuai ketentuan
perundang-undangan yang bertaku ; ----- —

Pedagang Fammasi dan alat-alat kesehatan meliputi keglatan pedagang farmasi dan
alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha terkait ;
Pedagang Famasi dan barang-barang kebutuhan konsumen (consumer goods) ----
meliputi kegiatan pedagang farmasi dan barang-barang kebutuhan konsumen ——
sehari-hari (consumer goods) yang tidak termasuk sembilan kebutuhan pokok. -—
MODAL

Pasal 4.

1.

Modal dasar Perseroan berjumiah Rp. §00.000.000,- (Imaratus juta ruplah) terbagi -
atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bemilai nominal

Rp. 500.000,- (imaratus ribu ruplah). --

-2-
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Dar modal dasar tersebyt telah ditempatkan dan disetor 26%
persen) atau sejumiah 250 (duaratus limapulun
nominal seluruhnya sebesar

(duapuluh lima ——
) lembar saham dengan nilaj ~—--—

o i Rp. 125.000.000, - (seratus duapuluh lima juta ruplah)
olen para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal -
saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

Sanam yang masih dalam simpanan akar dikeluarikan oleh perseroan menurut ——-—
keperfuan modal Perseroan, dengan perseiujuan Rapat Umum Pemegang Saham. —
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ——
mempunyai hak terlebin dahulu untuk mengiambil bagian atas saham yang hendak —--
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -—-
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang —

menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -
saham lainnya, e

Jika sefelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut, temyata masin ada —

sisa saham yang tidak diambil bagian maka Cireksi berhak menawarkan sisa saham -
tersebut Kepada pihak ketiga. -------------msn --eeo-

ameo Pasal 5.

()]

SAHAI

Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama, —-—-—
Yang boleh memiliki dan mempergunakan nak atas saham hanyalah Warga Negara ~
Indonesia dar/atau badan hukum Indonesia. ---
Bukti pernilikan saham dapat berupa surat sanam.
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. —
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat -—

saham. —--—= e e -
Surat kolektif surat saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -—

lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham.
b. nomor surat Saham. - =s-=-w==s=mm= T

c. nital nominal saham. ~—-———="""""""""""
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d. tanggalpeng%]uaran surat saham, ~—-—eeeee.__

Surat saham dan surat kolektit saham harus ditandatangani-oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

-—e Pasal 8.

. Jika surat saham rusak atau tidak capat dipakal lagi, maka atas permintaan mereka —

yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah —
surat saham yang rusak atai tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat -
berita acara oleh Direksi untuk dilaporian dalam RUPS berikutnya.

Jika surat saham hilang, atas penmintaan mereka yang berkepentingan, Direksl

mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan —
tersebut cukup dibuidikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi —

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang —
tersebut, tidak beriaku lagi terhadap Perseroan. -—-= r
Sernua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,

Ketentuan dalam Pasal Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) —————
mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ~——
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akla pemindahan hak yang
dan yang menerima pemindahan atau

e e e —— e

dal¢ memindahkan hak atas saham harus menawarkan —

8. Pada surat kalektif. saham harus dicantumian :
a. nama dan alamat pemegang saham.
b. nomor surat kolektif saham.
C. nomar surat saham dan jumlah saham, --—
d. nilal nominal saham.
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9.
,]
Direksi. : -
2.
2
untuk tiap peristiwa yang knusus. =
4
5.
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6.
1.
sitandatangani oleh yang memindahican
kuasanya yang sah. ==
2. Pemegang saham yang hen
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retleblh dahulu kepada pemegang sanam lain dengan menyebutkan harga serta ——
pe

rsyaratan penjualan dan memberraniukan kepada direksi secara tertulis tentang —
jenawaran tersebut, -———.___.

Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
berwenang, Jika peraturan perundang-indzngan mensyaratkan hal tersebut.

tulai harl panggilan RUPS sampai dergan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak
alas saham tidak diperkenankan, —-.-— .-

Apablla karena warisan, perkawinan at3u sebab lain saham tidak lagi menjadi milik -—
Warga Negara Indonesia atau badzn hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu —
1 (satu) tahun orang atau badan hukur tersebut diwajibkan memindahkan hak atas —
sahamnya Iepada seorang Warga Il=cara Indonesia atau badan hukum Indonesia, —
sesuai ketentuan Anggaran Dasar, - -------s-x-=-mn=-- = —

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

N

(5%

, —- [Pasal 8.
Rapat Umum Pemegang Saham yana selanjutnya disebut RUPS adalah :————-—-
a. RUPS tahunan ; s-srmeeeresrmmemsene e oo i e e ——-en =

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa, ——
Istilan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan -
RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. = <

Dal@Mm RUPS tANUNEN ; --emsomreremssssees ot oo en

a. Direksi menyampaikan ors e

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris uniuk mendapat —
persetujuan RUPS | -~

. laporan keuangan untuk mendapat pengesanan rapat ;

b, Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan
berart] memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
angota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah —
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam —

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
RUPS uar biasa dapat diselenggarakan sewakiu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
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— == TEMPAT.DAN.PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

rrTembica,rakan_.dan\-me_mutuskan mata acara ra
dimaksud pada Avat (3) huruf a dan huruf b, de
perundang-undangan serta Anggaran Dasar, -

patkecuali mata acara rapat yang —-
Nganmemperhatikan peraturan ——-

1.

. Dewan Komisafis; ¢ : el

_ Pasal 8.
RUPS diadakan.di.tempat kedudukan Perseroan.

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan ikian dalam surat kabar, —
Pemanggilan djlakukanpaling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS —

diadakan dengamtidak memperhitungian tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS —
diadakan.

RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Seiain itu sebagai attematif lain RUPS dapat —-
dipimpin oleh Komisaris Utama, :-—----—s----—mmxm-o-

Jika Direktur Utama tidak ada atau bernalangan karena sebab apapun yang tidak —
perlu dibuktikan ke_p_éda pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -—-—
Jika wakil Direktur. Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan —
lkarena sebab apapun yang tidak perlu cibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin
oleh salah seorang Direktur-yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur —-
Direktur Utama, ---=--m-s--—=s-s-—=mmmemmoomsomnsomonn memsssass

Jika semua Direldur tidak hadiratau bernalangan karena sebab apapun yang tidak —
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota —

Jika semua_anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab —-
yang fidak perlu-dibuldilan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang -
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -

. KUORUM; HAK SUARA DAN'KEPUTUSAN RUPS
Pasal 10. '

RUPS dapat dilangsungkan'apabila kuorum kehadiran seb:.:xgalma.na disyaratkan —
ngﬁundang..tentang- Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
Pemungutan suara mengenai-diri orang di|aku.kan dengan-surat Fertutup y;;g Ptsk:iak —
ditandatangani dan mengenal hal lain secara lisan, kecuali apabila }:::é it
menentukan.lain tanpaada keberatan dari pemegang saham yang nadir

- S o ——
o e i s = 0

dalam unda

Scanned by CamScanner



Suarat
uara blanko atau syam yang lidak sai 4ia

tmeneniukan jumlah suara yang dikeluzika
RUIPS dapat mengambil keputusan be:-

"992p dak ada dan ttak dhitung dalam
fidalarn RUPS.

“3sarkan musyawarah urtuk mufakat atay —-

Lerdasarkan suara setui i
JU dari jumlah . 2ny dike!
»2ny dikeluarka i
dinentukan dalam Undang-Undang - .- i s

- o

()

DIREKSI
Pasal 11,
[Dapen : o

Parseroan diurus dan dipimpin cleh (¢ s1 yang terdii dari 4 (satu) anggota Direksi -

i< diangkat lebih dari seorang direxti.: maka seorang diantaranya dapat diangkat -
sebagai Direktur Utama. —————- ..

Anggota Direksi diangkat oleh Rapa! L 1w Pemegang Saham, untuk jangka wakiu -
5 (Iima) tahun dengan tidak mengurznyi hak Rapat Umum Pemegang Saham urtux
mermberhentikannya sewaktu-wakiu, - - -------------—- -

Jita suatu sebab apapun jabatan seci g Jiau lebin atau semua anggota Direksi —-
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (ligzpuluh) hari sejak tefjadi lowongan harus —-
diselenggarakan Rapat Umum Pemey.a1g Saham, untuk mengisi lowongan tu —-—
dengan memperhatikan ketentuan puia utan perundang-undangan dan Anggaran —-

Casar. T T
Jika suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara —
Parseroan diurus anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan

urkan 4din dari jabatannya dengan memberitahukan —
¢ kerang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal —

Komisaris. ===-==—===—"—
Anggota direksi berhak mengund
secara tertulis kepada Perseroan palir:

pengunduran dirinya, -———""""""""
Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ===
undurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (6);
tan peraturan perundang-undangan ;

PR Y

meng
tidak lagl memenuhl persyard

—

——

kepuiusan Rapat Umum Pemegang Saham. —————
S DAN WEWENANG DIREKS!

a
b
c. meninggal dunia ~————
d

i diberhentikan perdasarkan
—— TUGA

- pasal 12.

ala hal
kil Perseroan i dalam dan di uar pengadilan tentang S€g
S et kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -

clan dalam segala hal dan dalam segald
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(L)

Y ey
merseroan. Apabila semua anggota (116

kst hadir atau diwakii
. dahulu tersebut tidakdisyaratkan car: 2 twakill, panggilan terlebih - —--

| apat Direksi dapat diadakan dimana
| ’ pun Jucs -
| Jan berhak mengambll keputusan van J sah dan mengikat.

¢ Rapat Direks| dipim i

| g t pPimpin oleh Direktur Jiama dalam hal Direktur Utama tidak dapat -—
'm ir atau berhalangan hal mana tidat veriu dibuklikan kepada pihak ketiga, maka —
irapat Direks| akan dipimpin oleh senr ing anggota Direksi yang dipilih oleh dan darn —
anggota Direksl yang hadir --——-- s == -
Seorang anggota Direksi dapat div.i: <11 datem Rapat Direksi hanya oleh anggota —
Direksi lainnya berdasarkan Surat «u.zsa - =

& Rapat Direksi adalah sah dan betha« ‘nergambil keputusan yang mengikat apabila —
ibih dari 1/2 (satu per dua) bagian cz-i jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ——

9. Keputusan Rapat Direksi harus diairb | berdasarkan musyawarah untuk mufakat ——
Apabila tidak tercapal keputusan dizmail dengan pemungutan suara berdasarkan -—-
suara setuju paling sedikit dari lebin 1.2 (satu per dua) dari jumlah suara yang —-—

!
|
dalam rapat. ’ S = 1
{
!

dikeluarkan dalamrapat; ---------- - - eeeee =
10. Apabila‘suara yang‘setuju’'dan yang tijak setuju berimbang maka ketua Rapa

o

Direksi yang akan menentukan | ----- --e-smsmmsmseees
11. a. Setlap anggota direks! yang hadir nernak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -——
tambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya ; ——-—-

b, Pemungutan suara mengenai dirl orang dilakukan dengan surat suara tertutup -— |

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal B .
dilakukan-secara lisan, kecualt katua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
yang hadir; e

3k sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -—

o, Suara blanko dari'suara yang tic
dan dianggap tidak ada serta tidal: dinftung dalam menentukan jumlah suara yang

e o e =

dikeluarkan: ~—— 1 "
1. Direksi dapatjuga:mengaimbll kepuusan yang san tanpe (engEdaian e

dengan ketentuan ‘semua anggota Diraksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -
ksl memberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara ——-—

tertulis serta»menandatanganl persetujuan tersebut
iKeputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyzal ketentuan yang sama --—

dengan keputusan yang diambll dengan sah dalam Rapat Direksi.

anggota Dire

T
. . 7y 1
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Ter=— DEWAN KOMISARIS

,

(57

ARG W—-_‘_.

—Pasalqq,

Yang boleh diangjcat sebagai anggota Dewa
Indonesia yang-memenuhi Persyaratan yan

perundang-undangan yang berlaky; --.—

Anggeta Komisaris diangkat oleh Rapet Jmum Pemegang Saham untuk jangka waktu

§ {lima) tahun, dengan. tidak mengurangi hak Rapat Umum.Pemegang Saham untuk
mernberhentikan. sewaktu-waktu:

n Komisaris hanya Warga Negara ——--—-
g ditentukan peraturan

e ——————

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam -—-
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelan terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -
ketentuan Ayat 2 (dua).pasal ini, ~—--- - ~---=-== e ——

Seorang anggota.Dewan Komisaris berhalk mengundurkan diri dari jabatannya —-------
dengan memberjtakukan secara terulis mengenai maksud. tersebut kepada ---—-----
Persernan sekurangnya 30 (tigapuluh) harl sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

. Jabatan anggota.Dewan Komisaris berakhir apabila . ——

kehilangan kewarganegaraan.Indonesia |

mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat 5-(fima) ;;
tidak lagi memenupi persyaratan perundang-undangan:yang berlaku ; —-—-—----

e o T

meninggal dunja ;,-e=s=s—sm==-r= : .
diberhentikan berdasarkan kepulusan Rapat Umum Pemegang Saham, ----—-———-

@

. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

e ——-- Pasal 15. -
Dewan Kor:nie;.ua_r,is,..'se}ﬂap.wa*du. dalain jam kerja:kantor. Perseroan berhak memasuki -
bangunan dan halaman atau tempat 1ain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhek memeriksa.semua pembulwan, surat dan alat bukti lainnya, —-
- em,erikga qaﬂbwgmnggagjaan uang kas.dan !alr‘l-ialn’.sena berhak untuk -—--
mengéta;hui segala tipdakan yang telan dijalankan Oleh;DU'ekSl : : Ta
Direksi cian sefiap anggota Direksi wajlb unluk memperin Gl gt

hal yang dinyatakan oleh: Dewan_Komisaris.

TN . e ]

.10-
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Wewenang yang diberikan kepada K{)mzz:’:tt :Z?:gi'::g:ﬁ ‘f’; o
Jalam anggaran dasar ini berlaku pu. ' omieans =
fFuia baginya, -—---—0
RAPAT DEWAN KOMISARIS
--- Pasal 16.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalary Pasal 10 (sepuiuh) mutatis-mutandis beraku —
pula bagi rapat Dewan Komisaris. -—-.. ... i
~—- RENCANA KERJA, TAHUK BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ——— !
' Pasal 17.
1. Direksl menyampalkan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan —-—-—-—

—_

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun —

o 10 {0 | [ 10 = RS R e e =
Rencana kerja sebagaimana dimakstd pada Ayat (1) harus disampaikan paling -——
lambat 30 (tigapuluh) hari.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -

10

31 (tigapuluh satu) Desember. ------------maraeoes
Pada akhir bulan Desember tlap tahun, buku perseroan ditutup. —

Direksl menyusun laperan tahunan can menyediakan di Kantor Persercan untuk --—
dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -

.

tahunan.

. PENGGUNAAN LAEBA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 18.

1 |aba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan -
rhitungan laba'rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo
pe

laba yang posrtif’-dibag" menurut cara penggunaarnya yang ditentukan oleh RUPS —

{ErGEDUL, ~nmmmesisimsssnmansnmmssms ==
2. Jika perhitungan laba rugl pada suatu tahun buku

-

menunjukan kerugian yang tidak —

-11 -
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ar Saham atay se
duapulyh lIma Juty fupiah)

Menyimpang dari ketentuan dalam
mengenai tata cara; penga
diangkat sebaga : —_

125.000.000,-

L
—

11) dan Pasa| (14) Anggaran Dasar ini ——--
2 Direksi dan Dewan Komisaris, telah «——

Pasz| (
Ngkatan anggot

PIREKSI : oomeeee

Direktur Utama <eee... . e AU

| A e - Pengnedap tuan MOHAMAD NUR ABIDIN —---—--

. = tersentl s e : ———

D'ﬂ%‘fiur ----------------------- . - Penghedap tuan WURYANTORO MAMBAY --———
e tersent ; -

DEWAN KOMISARIS: oo - .. e

KOMISANSG ~-—sesosesiey . - Penghzdap tuan FEBRI PURYANTO tersebut ; —--

- Pengangkatan anggota Direksi dan Liewan Komiszris tersebut untuk jangka waktu —
§ (lima) tahun Iamahya, dengan tidaik mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --—---
Saham untuk memberhentikarinya sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku, --=--------=----
DEMIKIAN AKTA INi

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Jayapura, pada hari dan tanggal tersebut pada -—-———-

phahagian awal akta ini, dengan dihadiri olef: :

1. - Nyonya TRI HANDAYANI, [2hir di Jayapura, pada tanggal tigapuluh September -----
seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (30-09-1979), Pegawai Kantor Notaris, ——-
bertempat tinggal di Kota _Jayapura, APO Gudang, Rukun Tetangga 01, Rukun ~----—-
Warga lll, Kelurahan Bhayangkara, KKecamatan Jayapura Utara, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 91710170097900001, Warga Negar? Indonesia

2. - Nyonya ISNAENI IDRIS, lahir di Makassar, pada tanggal tigabelas April seribu —--
sembilanratus delapanpuluh empat (13-04-1984), Pegawal Kantor Notarls, bertem'pat
tinggal di Kota Jayapura, Belakang IKantor Pos Hamadi, Rukun Tetangga 0:\)11, Ru«irj
Warga 005, Kelurahan Hamadi, Kecamaten Jayapura Selatan, Pemfglang_ffin
Induk Kependudukan 191 71025304840002, Warga Negara Indonesia ; -—

- sebagal saksi-saksl. -——=——="""
- Setelah saya, Notaris membacakan a

dan para penghadap membubnkan sidik jar

Kta ini kepada para penghadap dan saksl-saksi —-
| pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -

<« 13-

Scanned by CamScanner



Notaris dap g |
Tl dit aleirSaksi', yang d”Ekatkan |
ini ditanda 1 Pada min i
» langani.eleh Para penghagap el Ula.akta inl, maka seketika ity juga akta
- Uibuat dengan tanpa Penubahan - | R N I
- Minuta akta inj tefan ditandatangani dengan
sempuma, —-— |
ot 1 1 |
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -
.
0 LA Iy i
;
[
!
i
|
- !
Bt oy HELIEN SOMALAY, S.H., M.Kn
bl
=
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A Menimbang

AL keTica
|| keempar

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM pay

HAK Asas) MANUS|A REPUBL

NOMQR AHU-OOB1550.AH.01.01.TAHUH 2017 * tookesiy
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBAT,
PT PAPUA SEJAHTERA FARMA ’ =

Bahwa berdasarkan Per
rmohonan Notaris HELIEN SOMALA
Y, SH., M.XN
salinan Akta Nomor 34 Tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat ey

SH., M.KN tentang Pendirian Badan
25 Juli 2017 dengan Nomor Pendaft
Persyaratan pengesahan Pendirian

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia tenlang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PAPUA SEJAHTERA FARMA,

aran 4017072591102957 telah sesuai dengan
Badan Hukum Perseroan;

MEMUTUSKAN:

‘|. Menetapkan

| KESATU

Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

sebagaimana salinan Akta Nomor 34 Tanygal 25 Juli 2017 yang dibuat oleh HELIEN |

SOMALAY, SH., M.KN , yang berkedudukan di KOTA JAYAPURA.

KEDUA
tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

: Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
: Susunan Pemegang Saham, Dewan Kemisaris dan Direksi Terampir.

KELIMA : Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dlperbaiki

oleh HELIEN SOMALAY, '| - -
Hukum PT PAPUA SEJAHTERA FARMA tanggal .| -

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PAPUA SEJAHTERA FARMA - yang |- *
berkedudukan di KOTA JAYAPURA karena telah sesuai dengan Data Format Isian -

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal diseter sebagaimana yang ||

sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan !| . 7

dibatalkan atau dlcabut.
Ditetapkan dl Jakarta, Tanggal 25 Juii 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

o

FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DR.

5 Jull2017
DICETAK PADA TANGGAL 25 Jull 2017 11.TAHUN 2017 TANGGAL 25 Ju

,01.
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0090342.AH




n I,u.-y;\, o0

MPIRAN KEPUTUSAN MENTER| HUKuUM p

DAN Hak o
NOMOR AH. 0031550,y o 1 lHn:jAnusmnspueuxmuonssm

'»;‘:f TENTANG | ;
ol PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN |

EROAN T
PT PAPUA SEJAHTERA FARMA ERBATAS

|
; J 1, Modal Dasar : Rp. 500.000.000 o
/|1 2.Modal Ditempatkan : Rp. 125,000.000 %
| 3, Susunan Pemegang Saham Dewan Komlsarls dan Direksi 2

‘ Klasmkam
B Saham ¥

Jumiah Lembay !
_Safiam’ | Total|

MOHAMAD NUR ABIDIN DIREKTUR UTAMA

Al 125 Rp. 62,500,000 O
“I' WURYANTORO MAMBAY  DIREKTUR 0 N

FEBRI PURYANTO KOMISARIS 125 Rp. 62.500.000 || .
=l Ditetapkan di Jakarta, Tanqgal 25 Juli 2017, 1595

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ,' k :
REPUBLIK INDONESIA i

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM 1 **.#
UMUM, H
| ///gwﬂ%}/ s

A e . DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. ‘
i [

g | DICETAK PADA TANGGAL 25 Juli 2017 . -
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0090342.AH.01.11, TAHUN 2017 TANGGAL 25 Juli 2017

Scanned by CamScanner




KEMENTERIAN kg

SEHATAN
AT RE
’ i meKTOIIi’: 35:‘;? ERAL KEFARMpgy oy AT oONES A
‘ ,1 ,'rm:r';‘“f‘?d;)]ﬁ’a‘m XS Vavipy, 4 G FLAT KESEHATAN )
B Fakumi - ) )20_15':‘0 Pryiny 0% P’”d 12957
I (021) 5(’)(,13?’8 Ketay P’!‘r,' 712'!,] s

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDER ,

L KEFARMA
. N D I
NOMOR - F01.001v1y | 5 Z!201QNA AT KESEHATAN
TENTANG

IZIN PEDAGANG

BESAR FAR
PT. PAPUA SEJ s

AHTERA FARMA

Membaca 1 Sural  permongnan dan  pT
001/PSF/PBF/2018 langgal
Pedagang Begar Farmas,
14 Agustus 2018

Papua Sejahiera  Farma Nomor
17 April 2018 Perhal Permohonan [zin
dengan kelengkapan dokumen ianggal

2 Rekomendasi (zin Pedayang Besar Farmasi PT Pagua Sejahtera Fatma

dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomay 4421314612016 langgat
5 Juni 2018,

3. Rekoriendas) Hasil Analisis Pemenuhan Persyaratan CDOB dar Badan
Pengawas Obal dan Makanan  Repubik  Indonesia Nomor
B-PW 02 03.342 3 07 18 4498 langgal 30 Juli 2018

Menimbang :  bahwa permohonan PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA lersenut dapal
disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi,

Mengingat ! Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PERNJ/2211 'tenla::?
Pedagang Besar Farmasi (Berla Negara Republik In.donema I.».ru,n 20_
Nomor 370) sebagamana telan diubah beberapa kali tcraxherCeng;.:
Peraturan Menleri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor £63),

MEMUTUSKAN :
Menetapkan et
A
L KEFARMASIAN D
it ARRERUTL S ANEIDIE RIS JENDER?ED/\GANG BESAR  FARMASI
KESEHATAN TENTANG  IZIN
PT PAPUA SEJAHTERA FARMA
; sar Farmasi .
Kedua :  Memberikan |zin Pedagang E..e pT. PAPUA SEJAHTERA FARMA
1. Nama PBPI:N . . §2,844.000,8-352 000
2. Nomor N
L Apl.
3. Apoteker Penanggund Rini Melisa B, S Farm /20‘26f247435
Jawab Obat 19920312fSTRA-lSTN mnas Il Waena
Nomor STRA i Kampwolker ki’i’{‘;m i
: il -
4 Alamat Kantor Kel yabansaglzf perumnas Il Waena
g Kamm:. Distrik Heram. Jayapura
5  Alamat Gudang Kel Yabansal.
0, et o, >
Al e, 2018 Foyf e e e .E:lﬂ_l-
:"-\\\ —m -“’"'d—-m—:i;‘:::’m’ ,”..,‘nudl\"""‘"”'i':ﬁ‘.‘.:
&"'« oy . PP et Purgp
L."'h""“""’.;'l“,.-.".-v:;.""""“t‘-m--n:wum.m.;n,szum o CamScanner
'h""nu..mz'amhm;mm ScaIlIle




KEMENTERIAN Kgsgy
, g}f) DIREKTORAT JENDERAL 1

BLIK 1IN DONESTA »
EFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan HR. Rasuna s4ig Biok X-5 Kaviing 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 52015099

wat 2029, 801} &
Faksimile : (021) 52964838 Kotzk Pos : 203 GERHAS
m
_ ¢ 1zin PBF berlaky untuk 5 (lima) tahun dan berlaky untuk seluruh wilayah
Ketiga Republik Indonesia.
{ : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan
Keempd dokumentasi pengadaan, pe

Kelima

nyimpanan, dan penyaluran obat sesua

Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di i Jakarta
Pada tanggal - 73 AUG 2018

DIREXTUR JEnpEna
KEFARMASIA N 0
AT KESEHATAN

Tembusan :

i nesia.
Menteri Kesehatan Republik Indo

blik Indonesia.
Pengawas Obal dan Makana?;:aegsra.
S B'adasnKezehalan Provinsi Papua di
ala Dina kit ‘
- Balai Besar POM di Jay ;\)apura P
e Di Kesehatan Kota Jay
Kepala Dinas

karia.
i sia diJa
Perusahaan Farmasi Indone

6. Gabungan

3420.25.2013.PBF

._———"-M
.
by Scanner
. Qeanned by CamSc
Mwmmu-mmr:imgn.m |
: shslan Kesohelsn |
b OV Pubi s Parbaiualan
Katmmactan : 8203370
e
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NOTARIS
HELIEN SOMALAY SH., M.Kn

SK Mentri Huk .
um dan Hak Asasi Manusia RI. Nonor AHU-781.A11.02.01. I'ahun 2010
Tanggal : 26 Maret 2010 et

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
“ PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA “

NOMOR : 143.-
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2021

07) 523355, 11 0813H066574
'reip/l GRS
sri BSJJY“P“m cu.id

Jalan Ardipura Baru 11 Polimak A:
+ Intan_ renyol

emai
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PERNY
SA:::,‘AEJ:EPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
: R BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA "
Nomor : 143 -

- Pada hari ini Jumat langgal 19-11
satu) pukul 11 00 WIT (sebelas
- Menghadap kepada saya.

-2021 (sembilanbelas Nopember dua ribu duapuluh =

i

Waklu Indonesia bagian Timur),

o

.................

HELI ;
EN SOMALAY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------=-=-==

Hotarnis di K
ota Jayapura, dengan dihadin oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --—==
dan akan disebut pada bahagian akhir akia ini .

- Tuan MOHAMAD NUR ABIDIN. Iahir i Semarang, pada tanggal 27-01-1989 (duapuluh

tujuh Jrnuan seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Wiraswasta. bertempat ~—
tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan Diponegoro Nomor : 16 Arso XIV, Rukun Tetangga
501, Rukun Warga 001, Kelurahan Wulukubun, Kecamatan Skanto, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan : 9111052701890001, Warga Negara Indonesia:

- menurut keterangannya dalam hal ini berlindak atas kekuatan kuasa yang diberikan —-

kepadanya, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham ---

Luar Biasa perseroan yang akan disebut dibawah ini ;------

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Fenghadap terlebih dahulu imenerangkan dalam akta ini
-~ B :hwa pada hari Senin, tanggal 15-11-2021 (limabelas Nopember dua ribu duapuluh
o satu), pukul 09.00 WIT (sembilan Waktu Indonesia Timur) sampai pukul 11.00 WIT --
(sebelas Waktu Indonesia Timur), bertempat di ruang rapal Kantor Perseroan ----——
“pT. PAPUA SEJAHTERA FARMA”, telah diadakan rapat Rapat Umum —
Luar Biasa dari Perseroan Terbatas “PT. PAPUA SEJAHTERA --
Kota Jayapura, yang anggaran dasar Pendirian dan -—

| Terbatas
' Pemegang Saham

' FARMA", berkedudukan di

erubahan-perubahannya dimuat dalam : ~
2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuhbelas), Nomor : 34, ~—

Pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum —

ibesena p
| Akta tertanggal 25-07-

_dan telah mendapat Pengesahan
;dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal —

25.07-2017 (duapuluh fima Jull dva ibu uoes), HOMArS

| AHU-0031550.AH.01.01.TAHUN 201 b
|- Akta tertanggal 27 '05‘2020“‘(6”3”}”& t uJun i

i Perselujuan Perubahan ANggare S

'telah mendapat Persek ‘\Jl1 s ndonesia dengan Surat Keputusan ——
sasi Mand=t

Mei duaribu duapuluh) Nomor : 95, dan
n Dasar Perseroan oleh Menteri —

Republik |

E-Hﬂl‘mm dan Hg_m



uapUIuh)‘ NOITI()[ ;
e

—fertanggal 29-05-
\ 99 05-2020 (duapuluh sembilan Mei
AHU-0037775.AH.01.02. TAHUN 2020 &i dua rigy ¢

‘ § ertanggal 04-09-2020 (empat September du
‘ er d 1
elah mendapat Persetujuan Perubahan An ;
ggaran D

——————
-
o,
e T

b
U duapuluh) Nomor : 27 da
n-

.Hukum dan Hak A ]
sasi M SalReIse
anusia Republik Indonesia den e oan oleh Menterj ...
N Surat Keputusa
n--

lterlangga\ 07-09-
e e 2020 (tujuh Seplember dua ribu du
! 61033.AH.01.02.TAHUN 2020 - e fomer

- yang ketiga-tiganya di |
ganya dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Jay
apura (untuk ~——-

S -

selanjutnya disebut "Perseroan’)
-- Bahwa dalam rapa l
| pat tersebut telah hadir sebanyak 250 (duaratus limapuluh) |
uh) lembar -

'saham, yang merupak
pakan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dafam

| :
‘ iperseroan hingga hari ini dan tanggal rapat tersebut |
-- Bahwa oleh kar I
ena semua saham yang telah disetor dan ditempatkan hadir dalam --

‘rapa i
pat tersebut diadakan tanpa mengadakan panggilan dengan surat tercatat

sebagalmana diatur dalam anggaran dasar perseroan ; --
tentuan untuk mengadakan rapat yang ditentuk
an berhak

an --

|-- Bahwa oleh karena ketentuan-ke
n telah terpenuhi. maka rapat adalah sah d

e

|dalam anggaran dasar perseroa

|lmtuk mengambil segala keputusan yang mengikat perseroan ;
lat telah mengambil keputusan sebagaimana yang ——

(-~ Bahwa rapat dengan suara bu
| akan disebut dibawah ini; e
dalam rapat terseput telah dibuat Notulen Ra

g dibicarakan
(imabelas Nopember dua ribu duapuluh satu). permaterai ——
..._.._..._....--..-..—-«'-—"‘-"

pal

|- Bahwa dari semua yan
|testanggal 15-11-2021
| \CUKUP yang dilekatikan P2
| |-- Bahwa penghadap dengan ini men
\3135 kebenaran dan keabsahan

Rapat Umum pemegand Saham

.- Bahwa penghadap hendak men
\Luar Biasa dari persero s

dalam akta Notaris: =
at terseb

e T

da minuta akta ini.
g dan menjamin sepenuhnyd

nerangkan menanggun
angan yan
roan tersebut. -
pat Umum pemegang Saham

AHTERA EARMA™ !ersebut

tandatangan—tandat
m Luar Biasa dari perse
putusan Ra

e

enyatakan Ke
wpT. PA

e

a tanggal duapuiult tupub =
01”1989) Wiraswasta: =
omor 16 - ArsO XV,

-- Bahwa dalam rap pad

. - '. 4 "
' , 1. - Tuan MOHAMAD NUR A
lJanuarI 'seribu sembtlanra

Jala h mnponeg"“’ N
iukubun:.

upaten eer m. J
benempat tlnggal di Kab :un st 200 ot, Kelul‘ahanw

_@gkun Tetangga”OG ar

g ada pada Notulen — {0

Kecamatan " :




; |
| e (0 (R 1
I f";\‘::.'u‘fl JH! bl

L ARISKOTA JAYA LT

d

|
K |
B

“TSKarS, pemens
| » Peme
e, 9ang Nomar Induk Ke end
Negara Indonegi . Pendudukan : 81110527

~ Selaku Direktyr Utama
tlembar saham dalam pe
2. - Tuan wygr
YANTORQ . '
seta A e MAMBAY, lahir dj Seryi Pada tanggal sebelas Juli seribu -
puluh empat (11-07-1 984), Swasta, bertempat tinggal di —-
atera, Rukun Tetangga 001, Rukun -——-

Perseroan dap sebagai pemilik d

rSeroan; s ari 50 (limapuluh) —---

]Kabupaten Kepulauan

h malan Anotaurej, pemegang Nomor Induk
» Warga Negara Indonesia | e

an sebagai pemilik dari 200 (duaratus) ———

........................

- selaku Direktur dalam perseroan d
ilembar saham dalam perseroan: --

13. - Tua irdi
n FEBRI PURYANTO, lahir di Slemang, pada tanggal empat Pebruari seribu -

1Ssembilanratus delapanguluh tiga (04-02-1 983), Karyawan Swasta, bertempat ~—-—

;tmggal di Kabupaten Jayapura, Perumahan Grand Doyo Blok'C Nomor : 2, Rukun
lTetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Waibu, -
{ pemegang Nomor Induk Kependudukan - 8103010402830008, Warga Negara ---—
| Indonesia ; '

i - selaku Komisaris perseroan:

|- Bahwa acara dalam rapat tersebut, adalah :

11) Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ;

2) Hal-hal yang dianggap perlu ;
-- Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan antara lain :
|1) - Menyetujui merubah maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang --—
semula berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Farmasi:
‘a. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
b Perdagangan Besar Farmasi (46492) ;

r lc. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran (48693) ; ——

d. Perdagangan Eceran Bahan Kimia (47721); 7
arang Farmasi Di Apotik (47722);

. e. Perdagangan Eceran B Wl L NS vy

f. PerdaganganEceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik (‘477:23)‘. N
' ‘ - Eceran Alat Laboratorium. Farmasi Dan Kesehatan (47726) ; ~=——--
i pah maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha -e——

g. Perdagan: A
- Menyetujui Merubahan/menam

‘Perseroan menjadis = e e
11'. MaksuddantLﬂuan‘Peﬂseroan‘lalah" : e
|a, PerdaganganBesari=—===




|-Perdagan
Perdazanzz: BB:ar PPk Dan Produk Agrokimia (46652) ; -nevenen-
'-Perdagangan B 2r Bahan Berbahaya (B2) (46653) i
‘b- Pergudaj esar Berbagai Macam Barang (46900) ;
gan, termasuk antara lain ;
\-Pergudangan Dan Penyimpanan (52101) ; —-
-Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (52109) ; -

- Be jurai i
| rhubung dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap dengan menggunakan kuasa

terse ini

| _ but dengan ini menyatakan merubah keseluruhan anggaran dasar perseroan ——-
gsehmgga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut ; ---—————-—=
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —-ncommemomscamee

----- Pasal3.

1
\
| 1
|- Maksud dan tujuan Perseroan ialah = _ j
'1. Maksud dan tujuan berseroan falah § === . |

hmennm—————m——
e amnpen=e—

ja. Perdagangan Besar ;

———— s
|

.-...-_-.-_--.--.._
mmmmm e -

b. Pergudangani=— ; 7 :
an tujuan {ersebut di atas Perseroan dapat meélaksanakan -

12 Untuk mencapa aksad dam s
\an usaha sebagai befikul s == = e W .
e \ermasuk antara fain:
Untuk Manusia (46441

: : - Obat Farmast

.- Perda ,aﬂgaﬂ‘-aﬁs-ar- - L aGAAD) T

P d"g lngénaBes.arobatﬁadﬁjoﬁ?l'UﬂmkMa““ﬂa_-}\f;s“z}" e .
. perdagangaf === e Unluk Manusia N

. perdagangan BES?' pahan: -grmasi Untek M2
H | : I - i ol

o e e
——— —im oy

‘kegia

2, pe_rdagangaﬂ Bt ). et e




- Pe
iy rdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional

|(46448) oy Untuk Manusia Dan Hewan --

|

- Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)
- Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2) (46653) :

- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900) ;
lb. Pergudangan, termasuk antara [ain ;

- Pergudangan Dan Penyimpanan (52101) ;

- Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (52109) ;
- Sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diterangkan tersebut diatas, maka -------

dengan ini penghadap lebih lanjul menerangkan :
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ---
melalui kas perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) lembar saham atau ----——
seluruhnya dengan nitai nominal Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta --——

rupiah), yaitu oleh para pendiri :
|a - Tuan MOHAMAD NUR ABIDIN tersebut, sebanyak —

50 (limapuluh) lembar saham atauisebesar ----

Rp. 25.000.000,-

(duapuluh lima juta rupiah).
b. - Tuan WURYANTORO MAMBAY tersebut, sebanyak-

200 (duaratus) lembar saham atau sebesar (seratus -
lrlbu rupiah). =---====="= : Rp. 100.000.000,-
{uruhnya berjumiah 250 (duaratus ~---——-
eratus ——— Rp. 125.000:000,-

|- Sehingga se

limapuluh) lembar saham atau sebesar (S

duapuluh lima juta rupiah).
Pasal (11) dan pasal (14) Anggaran Dasar inl ——

dalam
katan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tefah ---—

|2. Menyimpang darl ketentuan

mengenai tata cara pengangd
diangkat sebagai : e e
D:RitK S:Jl.';-;‘"-" o :-P nghadap tuan | MOHAMAD Nl’!ﬁ ABiBlN-—--—-—
P e | === S

ltersebut’ ~ =

-Tuan WURYANTGRO VAN BAYatersepui
llnrektur i e wnesamas
"D WAN KOMISARIS f T .




| Giasr®

'KOMiSaris ~—s--mmme .

: -Tuan FEBRI PURYANTQ tersebut : -

i - Ketentuan-ketentuan dan Sy (g i (] am A
alam;, nggaran Dasa
;

S ———man .,
c ——

Fe—

| pal d B

| DEMIKIAN AKTA IN] =eeseenesonceareans

i- leuz.at dan diselesaikan di Kota Jayapura, pada hari dan tanggal tersebut pada ~—--—.
%bahaglan awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

11, - Nyonya TRI HANDAYANI, lahir di Jayapura, pada tanggal tigapuluh September —
:seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (30-09-1979), Pagawai Kantor Notaris, -—
ibertempat tinggal di Kota Jayapura, APO Gudang, Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga lll, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Nomor --

Induk Kependudukan : 91710170097900001, Warga Negara Indonesia ; —--—=—=——=—

|2. - Tuan OCTAVIANUS JOVANO SUSILO. P, lahir di Lembean, pada tanggal -——-—

sembilan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (09-10-1995), Pegawai -

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan Ardipura Ill Jayapura, ——--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura -
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 9171020910350010, Warga ---~-—

Negara [ndonesia ;

- sebagai saksi-saksi;
- setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi dan «—
penghadap membubukan sidik jari pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris -—

dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini-——

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
h—“\_ . . * - -
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —————

sempurna.
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. =

TARIS DI KOTA JAYAPURA




PENGAYOI

! MPIRAN KEPUTUSA _
o ';:I:NTER' HUKUM DAN HaK ASAS| MANUSIA REPY
OR AHU-0065630,AH.01.02.TAHUN 2021 ElpoEes

F;ERSETU u kg
JUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PAPUA SEJAHTERA FARMA i

. 1. Madal Dasar : Rp. 500.000.000
. 2. Modal Ditempatkan : Rp, 125.000,000
. 3, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi {

Klasifikasi
i):. Saham® |,

Jumlah Lembar

ama ' Jabatan _
flh R Tl 3 SRS PN Saham;:| |.
MOHAMAD NUR ABIDIN DIREKTUR UTAMA - 50 Rp, 25.000.000
WURYANTORO MAMBAY  DIREKTUR : 200 Rp. 100.000.000 | i
FEBRI PURYANTO KOMISARIS . - Ap.O | '

Ditetapkandi Jakarta, Tanggal 19 November 2021. |
i

'

3.0, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA i

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. ]
i

4]
°j}]I 3 L
3, r
\ i i
Cahye Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

19690918 199403 1 001

KT AR AR TRk Novemb: r027200231573 AH.01.1L.TAHUN 2021 TANGGAL 13 November 2021

' DAFTAR PERSEROAN NOMOR AH




KEPUTUSAN MENTER) HUKUM DAN Ha
NOMOR AHU.006563

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASA

PT PAPUA SEJAHTERA FARMA

Merimbang

lMenctapkan
KESATU

KEDUA

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2021 _AH.01,11.TAHUN 202
. DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU: ST

K ASAS| MANUSIA R i
USIA REPUBLIK IND
0.AH.01.02, TAHUN 2021 DONESIA

R PERSEROAN TERBATAS

b] S:E;;anb:s:sarkan Permohonan Notaris HELIEN SOMALAY, SH., M.KN sesuai
o Da;orrr:_rplﬂ Tanggal 19 November 2021 tentang Perubahan !
A APUA SEJAHTERA FARMA tanggal 19 November 2021 |

engan Nomor Pendaltaran 4021111931201889 telah sesuai dengan |

persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

b Bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menet:fpkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perselujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PAPUA SEJAHTERA FARMA:

MEMUTUSKAN:

: Menyetujul Perubahan Anggaran Dasar - PT PAPUA SEJAHTERA FARMA - dengan |

NPWP 828440008952000 yang berkedudukan di KOTA JAYAPURA karena telah
sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinon akta nomor 143 Tanggal
19 Novermber 2021 yang dibuat oleh Notaris HELIEN SOMALAY, 5H., M.KN yang

berkedudukan di KOTA JAYAPURA.

: Keputusan ini berlaku sejak Langgal ditetapkan. |
an hart terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki

atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan |

Apabila ternyata dikemudi
sebagaimana mestinya dan/
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan diJakarta. Tanggal 19 November 2021,

2.0, MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA|
REPUBLIK IN‘DONVESI_A_
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTAAS] HUKUM UMUM,

il
L)

Cahyo:Rahadian Muzhar, s.a_-.,;_g.h.
19690918 199403 1 001

0203573

1 TANGGAL 19 November 2021 |




KEMENTERIAN KESEHA
’ ‘ DIREKTOJRAT JENDERAL KEQL‘;;%%"”BLIK INDONES|A
1 alan H.R. Rasuna Said Blok x. DAN ALA )
Telepon : (021) 520159
Faksimilg - {021) 52

S5Kavling 4 - 9 jakars

rta 12850
0 Pesawat 2029, 8011
84838 Kotak Pos 203

KEPUTUSAN DIREKTUR JEND
ERAL KEFARMASIAN |
; DAN A SE]
NOMOR: FP.01.041V/0204-e/2020 AT RESEHATEN

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI
PT PAPUA SEJAHTERA FARMA

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

Membaca permohonan  Sertifikat Distribusi Farmasi, Perubahan Alamat PBF dan

Perubahan Alamat Perusahaan PT Papua Sejahtera Farma Nomor

PBFDIST-200706-0349 tanggal 6 Juli 2020 dengan kelengkapan persyaratan
lertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang : bahwa permohonan PT PAPUA SEJAHTERA FARMA tersebut dapat disetujul,
oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Distribust Farmasi:

Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 143, Tambahan Lembaran

ublik Indonesia Nomor 5062);
5. Ezg::;ienpdang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 52;);39) Nomor 144, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor f
6 rI:":rgaat[f:-aF; pPemer]ntah Nomor 72 Tahun 1998 tema;')g Peng;;m;r:i?(
" Gedigan Fammasi dan Alat Kesehatan (Lembaran I:gara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rep

Indonesia Nomor 3781); o T
Antah Nomor 51 Tahun ,
" Eefra tur::’jlanl:,?lr.!t:nbaran Negara Republik Indones!a Tahun 2009’N0m0r
’ ar}rn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); .
8 :’24' tu?l:\'l Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentarig Prekursor (Lembaran
. Pera

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran

4 mor, 5126); - B}
Negara Repu""“-'“;%"ﬁ;?:m Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas

9, Peraturan Pemerintah BOME L Fo ok vang Berlaku pada Kementerian
: e agara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56,
Kesehatan (Lembaraft "e2 %o o ik Indonesia Nomor 5408);

Tambahan Lembaz‘hb::g;zz 4 Tahun 201 8 tentang Pglayananpﬂﬂﬂnaﬂ

Paraturan Pemer tronlk (Lembaran Negara Republik
10. Peraturan PEMENTE: . s Elektronik (Lembaran B@gers ZA
Berusane ToISS) oo oo Tamaehan Lomoaren Neser el
]n ,ones . = // - T
Indonesia Nomor 62 )

— —




Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

B . Kelima

KEMENTERIAN KESE |
' DIREKTORAT JIEA;ihéEI( ESEHATAN REPUR

RAL KEFARmAsrEr UBLIK INDONES,
Jalan H :II_R. Ra_suna‘_Said Blok X-5 Kfm’: '?-l;N 'ALAT KESEHATAIAN
elepon : (021) 5201590 Pegayat -2029':?& i

Faksimie : (021) 5264835 Kotay Pos '20311

11. Peraturan Menter| K
Pedagang Besar Fa
Nomor 370) sebagai Republik Indonesia Tahun 2011
Peraturan Menteri Kese

) hatan N
i F;epubhk Indonesia Tahun 2017 Noonr:;?-rggg‘ Tehun 2017 (Berita Negara
1 T:{:u;:gaMi’:;”e ;:ii::at;n Ncr)]mor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan
ese < : s
Tahun 2015 Nomor 1508); atan (Berita Negara Republik Indonesia

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI PT PAPUA
SEJAHTERA FARMA.

memberikan Sertifikat Distribusi Farmasi kepada:
1. Nama Pedagang Besar Farmasi: PT PAPUA SEJAHTERA FARMA

2. Nomor Induk Berusaha : 0220005631883
3. Alamat Perusahaan : JI. Abepantai Tanah Hitam, Kel. Asano,
Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : 82.844.000.8-952.000
5. Apoteker Penanggung .
Jawab Obat - Rini'Melisa B; S.Farm., Apt.
Nomor STRA . 19920312/STRA-ISTN/2016/247488
6. Alamat Kantor PBF Obat . JI. Abepantai Tanah Hitam, Kel. Asano,

Kec, Abepura, Kota Jayapura, Papua
bat JI. Abepantal Tanah Hitam, Kel. A;ano,
7 el CUCEER Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua

Sertifikat Distribusi Farmasi beraku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk

seluruh wilayah Republik Indenesia.
dua harus melaksanakan
imaksud dalam diktum ke : n
z Bkrii seiezgf::t:;‘:dai? penyimpanan, dan penyaluran Obat sesuai Pedoman
okum! ;
Cara Distribusl Obat yang Balk (CDOB)-
L aktur Jenderal
berlaku lagi Keputusan Direkiur Jenderst
h t'a:: ‘Nomor FP.01.04/1V/0432/2018 mpg_gal 23
A et Farmasi PT PAPUA SEJAHTERA

mencabut dan menyatakan tida
Kefarmasian dan Alat
Agustus 2018 tentang |
FARMA.

zin Pedagang Besar




1

|
|

’

DIREKTORATJENDEKRE\SEHATAN REPUBLIK |)

H

KEMENTERIAN

ATAN REPUBLIK INDONEe!
Jalan H.R. Rasyng KEFARMASIAN DAN ALAT Ko NE:

, Said Blok X-5 Kavling 4.. a |
| . . 84 -9 Jakarla 4
b, Telepon : (021) 5201599 Pesawat'2029. 8011 e

Faksimllg : (021) 5264838 Kotak Pos 203

Keenam Keputusan inl mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 19 Juli 2020
o Disetuju Secara Elektranik Oleh:
59 © KEMENTERIAN
‘ ﬂ A lR(EgEj';ﬁTKAN Direktur Jenderal,
S INDONESIA ¢ sostaine Magdalene, Apt., M.Blomed,
gl HIP 19610119 198803 2 001
Tembusan:
1, Menteri Kesehatan Republik Indonesia

2,
3
4,

20y

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura _ ) ;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
Jayapura

Kepala Balai POM di Jayapura .

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura di Jayapura

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesla di Jakarta




Nomor
Hal

KEMENTERIAN K
| DIREKTORAT JEN’gEKREA?EHATAN REPUBLK |

Jalan HR. Rasuna g KEFARMASIAN DAN A'LA_INDONESIA : ()

ald Blok X.5 Kawiny Gt
- g 4 n ;
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 20:9‘,38?;? 5

F .
aksimil ; (021) 5264838 Kotak Pos 203

GERMAS

: FP.01.04/IV/0030-6/202 1

+ Persetujuan Pergantian Apoteker Penangqung Jawap y b

PBF PT Papua Sejahtera Farma

Yang Terhormat,
Pimpinan PT PAPUA SEJAHTERA FARMA

di

Jayapura

Sehubungan dengan Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab PBF PT

Papua Sejahtera Farma Nomor PBFDIST-210115-0039 tanggal 15 Januari 2021, dengan
kelengkapan dokumen per tanggal 28 Januari 2021, maka dengan ini kami menyetujui:

1. Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi PT Papua
Sejahtera Farma dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

» a0 o

h.

2. Surat Persetujua
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat

tanggal 19 Juli 2020 tentang

Alamat Perusahaan PT Papua Sejahtera Farma terletak di JIl. Abepantai Tanah
Hitam, Kel. Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Nomor Induk Berusaha adalah 0220005631883.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 82.844.000.8-952.000.

Pimpinan PT Papua Sejahtera Farma adalah Mohamad Nur Abidin.

Apoteker Penanggung Jawab Obat adalah Apt. Isnaina Fini Gusti Mubarokah,
S.Farm dengan Nomor STRA: 19940613/STRA-UMI/2020/266216, yang bekerja
penuh pada PBF PT Papua Sejahtera Farma,

Alamat Kantor PBF Obat PT Papua Sejahtera Farma terletak di JL Abepantai
Tanah Hitam, Kel. Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua. :
Alamat Gudang Obat PT Papua Sejahtera Farma terietak di JI. Abepantai Tanah
Hitam, Kel. Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua. |

Harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang bariaku:

tidak terpisahkan dari Keputusan
ini akan satu kesatuan yang :
Vi esehatan Nomor FP.01.04/IV/0204-6/2020

Sertifikat Distribusi Farmasi PT PAPUA SEJAHTERA

FARMA.

-




3.

Surat Persetujuan ini berlaky selama Sg
dimaksud dalam angka 2 masih berlaky ¢

tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum.

%;:-” KEMENTERIAN
KESEHATAN

9 REPUBLIK

' INDONESIA

#

Disetwju Secara Elektranik Oleh:

Dirextur Jenderal,

Dra. Engka Sosialina i

Apt., M.Blonred.

NP 19510119 198203 2 001

Tembusan:

R b LIRSS

Menteri Kesehatan Republik Indenesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura.
Kepala Balai POM di Jayapura.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dl Jayapura.
Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.

SR
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i (EHE =y ‘
NIK 9 =M AUAN aER
s Usdli 507440003
. WURY AN~

TempauTot Lanir - ssUn'U, ANTORO MAMBAY

" g 11-07 1984
Jors kelamin LAKI

LAKY

Atamat , s A SUMATFRA Goz Darah .0

ATmw 2 009/004

Kel/Desa +ANOTA
Kecamatan - ANOTAE;:E:

Agama “ISLAM
g‘;‘"ﬂ Percawinan: BELUM KAWL "
enaan * BELUM/TIDAK EEXKEALIA XEPULAUAN YAPEN
5032007

Kewarganegarann: WNI

Berlaku Hingga  * SEUMUR HIDUP
<’ Zr///.

s i dmeﬁmnmsuusm mmt
e . R ai s taer W

NPWP : 44.'325.391.4-954.000

NAMA : WURYANTORO
Alamat : IL SUMATERA SERUI, RT=001 RW. 004
KEL ANATAURE| KEC. YAPEN SELATAN

KAB, KEPU! \UAN YAPEN - PAPUA
: 910501110784@3

TERDAFTAR : 15-02-2012 . ,
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA EIAK




.Pnovmsu PAPUA™
BUPATEN! KEEROM

33 '-1.0527915au‘_ 01

MOHAMAD NUR ABIDIN'
SEMARARNG, 210711669
LAKI. LAKI aF




i “HOVINSI ARy,
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MNama 'FEBRI Py
TomouyTol Lahe SSLEMAN gf,&f"&
: Jmrlkelmin | AG AK) Gol Darah ‘AR
B Atamat - PERUM GRAND DOYO 810K ¢
i © NQp
F RTMAW

| neiDeza . DOYOBARY

J m"ﬂ.m WAL

‘ Agama LISLAM

| Sratus Perkawnan: XAWIN

| Pekeciaan KARY AWAN SWAS™ A
Kewasganegaraan; Whi
Bertaky H.'W 3 SEUHUF) I P _

r DWP - 964 .7.368.1-952.000
SERF FURYANTO
NIK © 9103010402830006

' PERL* IZAND DOYO & NO 2 RT 002 RW Ou
- pove HABU
3 KAB. jm:  JRA PARU

| ‘ KPP PRATAMA IAVAPURA

| | g e DT
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PROVINS| p
KOTA JAYARUA
NIK : HL?LDSSBUHHDUUE

Nama ASNAINA FiN| GUS T MUBARG

UG T MUBARC
TempatTgl L ahu MkSOHI.lZ!-OG-F{;M a8
Jens Kelarmn PEREMPUAN

Lol Db @
Alamat - GANG BOBARA viI HO B HERUMNAS
N WAENA
RTRwW 003,008

KelDesa YABANSAI
Kecarmatan :HERAM

Agama ISLAM d
Stntus Perkawmnan: BELUM KAWIN KOIA A AR
Pekenaan ' PELAJARMMAHASIG WA 200 7y

Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga 1 13-06-2017

- ! I: 3
KPP PRATAMA JAYAPURA

492 092.641.2-952.000

0002
ISNAINA FINI GUSTI MUBAROKAH 917105330674

GANG BOBARAVIINO. 95 PERUMNAS |1 WAENA

STl wARHA HERAM oy D
e
§

Peryll KOTAJAYAPURA PAPUA
| Eﬁhéﬁ‘ A aingpan CamScanner

dip




PEMERINTAH ki
DINAS PENANAMAN MODAL paN lf)TA JAYAPURA

| ERIZIN »
TANDA DAFTAR PERUAN TERPAI:I)U SATU PINTU
(PT)

PERSEROAN TERBATAS
ONESIA NOMOR 3 TAHUN (982 DAN

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK IND
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
PERATURAN MENTER] PERDAGANGAN N

OMOR 37 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 3} TAHUN 2016
BERLAKU S/D
NOMOR TDP TANGGAL PENDAFTARAN PERUBAHAN
2608.1.47.001747 11 Apustus 2022 FEMBAHARUAN KE 0
STATUS
NAMA PERUSAHAAN P'T. PAPUA SEJAHTERA FARMA PUSAT
NAMA PIMPINAN/ : ;
AAMBAY
PENANGGUNG JAWAB WURYANIORO MAM
ALAMAT JI. ABEPANTAI TANAH HITAM KELURAHAN YABANSAI DISTRIK
PERUSAHAAN HERAM
NPWP 82.844.000.8-952.000
NOMOR TELEPON (82239220378 FAX : (0967) -
! KBLI
M SIDAN
KEGIATAN USAHA PE. ALAT LABORATORIUM, FARMA 47726
POKOK KESEHATAN

PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

.25 JULL2017
NOMOR : AHU-0031550.H.01.01. TAHUN 2017 | TANGGAL: 25 JUL

PERSETUJUAN MENTRI HUKUM DAN HAM RI ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR:

[ToL
= AHAN ANGGARAN DASAR :

‘‘‘‘‘‘

Dikeluarkan :Joyapura
ada't

al; 27 Mei 2019

HINA UTAMAMUDA
PEMBINA UTAMA MUD
NIP. 19611003 199307 1,001

&XIITH

NPTy 1




DAN p
SURAT IZIN USAHA PERDAGE

Nomor: 519 5136/ PK PM&PTSP

Surat Permohonan Saudara
Tanggal
Perihal

-WURYANTORO MAMBAY
22 Mei 2019

Pemotionan Ba
Surat Izin Usa
1. Peraturan Menteri Perdagangan

2. Peraturan Menterj Perdagangan
3. Peraturan Daerah (Perda) Kota
4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012

5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2015;

U [: Perubahan [ ]
ha Perdagangan,

Nomor 46 Tahun 2009
Nomor 07 Tahun 2017;

Jayapurz Nomor 12 Talm 2001;

Mengingat

Memberikan zin Usaha Perdagangan

1. Nama Perusahaan : PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA

. Jl. ABEPANTAI TANAH HITAM KELURAHAN YABANSAI
" DISTRIK HERAM

3. Nama Pemifik/Penanggung Jawab : WURYANTORO MAMBAY
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 82.844.000.8-952.000
5. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 500.000.000.-

: Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kelembagaan : Pemasok/Supiayer
8. Bidang Usaha Berdasarkan KBLI 2015 : KBL1:477
9.Jenis Barang/Jasa Dagangan : PE. Alal Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan (47726).

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :
PERTAMA : Pemilik/Penanggung Jawab ini wajib ggxyang}m;;;;anpkeghmn MZanmwn' nya Km: )
’ i setahun melalui Oinas , Perdagangan Koperasi
‘(ldl;:};mkr:h uﬁ:ﬁrgemestel‘;nPeﬂama paling lambat tanggal 31 Juli dan Semester Kedua tanggal
a :
31 Januari tahun berikutnya; : "
Tidak Berfaku untuk kegiatan Perdagangan !mwngkﬂ kﬂﬂm i T
Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam

ik iIndonesia, dan;

Bertakau di Sefuruh Wilayah RGP“H':" Ll.lsmhaess;:;dam Masih Beroperasi (Aktf).
haan

SIUP Berlaku Selama Perusa

Dikeluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 22 Mei 2019

S PENANAMAN MODAL
A ANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA JAYAPURA

g iS5
: BINA UTAMA MUDA
; * Nrﬂ%ﬂm 190307 1001




KON L PR A
YWHAYAR 05 gm0 o WAL e, s
. ¥ e

i P
: JArakg o :
Hﬂtﬁ b LT O unfn:;q;'f:f‘ G |
#o e CU GRS e s | |
RURG Loty 13 impen ST SR Ly :?-w. L kS :
iiaiany T T |

SRAT PENGUKIAS PR = 20ip rpere : |

Seaudl genpan Pasal 2 ay4t (V) Paeqi 2 QY450 K £ T = of « -
;an Tsta Cama Perpaaran sebagamang - But TSR Rty Conerine oo
pecphuran Menien Kevargan Nomor TUPwe 0

e o : il
. wﬁ.-&W)fmm w:("af ‘J‘ !‘c n*' 13"1 'KJ'A
4 A0 Cerdiaan Draniy sercary &
PER-2OPAT0Y3, dengan o cteranghan barvgg ahad Cardl e Werers

1 Nomot Pokok Wi Pogan 32 B4 000 8442 7N
2 Nama PT PAPUA GELIAHTERA FAFIL
1 Kipsdiasi Lapangan Usaha AELAQT . PERCAGANGEIN BECLG MA T SSRb TN )
FARMAS| DAR EDMTER AN |
4 Anmal JL. KAMPNCOLYER PEFIMUMES = (rEME BT T 241
o000
YARBANSAI AEEFVEA
KOTA JATLPURE PAAIA
5 Merx Dagang/Usaha -
& Kewazjban Pajak [X)PPN {]PPnBi

Telsh gkukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pag termnung sk 27 Cdaber 2072 |

Sayapira 25 Cictes 27 \

a.n, Yeoaa rari= d
DR SE SRR ]

AR s e e



KEMENTERIAN kg

\EUANGAN REPUR
DIR PUBLI Fost
KANTOR Vs:&ORAT JENDERAL pML((]NDQNEsm

MALUKU

HAN KRING PAJ, SITUS wrw pajak oo 49
BnGoajic g -+ 2 1600200

S-29583KT/MWP 1 8/KP.0403/2018

sesual dengan Pasal 2 ayat (1) dan

Umum dan Tata Cara Perpafakan seb
2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Paj
terakhlr dengan PER-38/PJ/2013, den

a
[ : PT. PAPUA SEJAHTERA FARMA

2, Nomor Pokok Walib Pajak (NPWP ;
emar Indiik Kependudulan (MK)) : 8_2.344.000.3-952.000

3, Kiaslfikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT
LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN

4, Alamat . JL. KAMPWOLKER PERUMNAS Il WAENA RT.
000 RW., 000
YABANSAI ABEPURA
KOTA JAYAPURA PAPUA

5. Katagori . Badan

6. Tanggal Mufal Terdaflar : 25 September 2017

7. Kewajiban Pajak ;

PPh Sendiri: Pemotongan dan Pemungutan PPh:

[v] PPhPasal 4 ayat(2)
[v] PPhPasal15
[v] PPhPasal18

[v] PPh Pasal 25
{ ] PPhPasal 25 OPPT

[v) PPhPasal 29
[v] PPhPasal2!
v} PPhFinal [ ] PPh Pasalg
' ] PPh Pasal
PPN: (v] PPh Pasal 26

[v] Pemungutan PPN
[ ] PPN Keglatan Membangun
Sendir

jak 25 Septamber 2017

Jayapura, 16 Desembar 2018

a.n. Kepala Kantor
Kepala Saksl Peloyanan

Telah terdaftar pada administrasl kam| terhitung sé

e panpetn e 877 O
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PEMERINT}\H KOTA JAYAN.:RA .

| DINAS PENAKAMAN Mg
ELAVANAN AL DAX
; © VERLLIAN TERPADE ST piyy

IN PRAKTEK Ap
oo AKTEK APOTEKER
E . emar: 03/SIPAN-DPM&PTSP/207 1

i yndang-Undang Nomer 118 Tahun 2000 LaMARG K syt atn
9 Undang-Undang Normor 38 Tabun 2014 tentang tenan
3 Poraturan Permesintab Nomot 51 Tahun 2009 1y ;

4. Poraturan Maatedi Kecatmtan Nomor 31 Tahan 2018 tenta
nomor 88AMENKESPERNMIZN11 tantang Ranitrny . f

6, Peraturan Dacmh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pamer

6. Poraturan Wallkota Juyapum Na. 31 Tahun 2016 Tant
Fungsi Serta Tate Kerja Dinos Dacrab

R

SURAT 12
N

1 Kosahatin

ung Pokeraan Kefarmasn

vl F“rlu"ubahim atas Femtutan Monted Kesshatin
in Prakid,, dan izin Kenn Tenoon Kefarmasian

wukan dan Susunan Perangkat Daamh
ang Kedudukan Sususnan Oreanisasi Tugas dan

Yang benandatangan dibawah inl, Kepaln Dinas Penananuin Moda dan Palayaran Peazinan Terpadu Satu
Pintu Kota Jayapura, membarikan izin Prakisk Apoteker kapada

“Apt. Isnaina Fini G Mubarokah, S.Farm”

Tempal/Tanggal Lahir © Masahe, 13 Jum 1

Aamat Rumab Gang Bobam VIl HO 95 Perumnas i1l 7 abansa Heram
Nomor STRA ¢ 1994061 VSTRALIMIZ020/266216

STRA Berloku Sampai Dengan < 13 dunt 2625

No Rokomondast OF o T2PC 1AL JAYAPURNXIV2020

Untuk Prakink Sabagal Apctakar Penangqung Jawob

Noma Sarana - PT. Papua Sejohtera Farma

Alamal Szrana Ji, Abepanta Tanuh Hilam

Jam Prakiok

Masa Beriaku SIP Apotekes

 Dongan ketentuas; A
1.Penyslenggaraan Pekarjasn Kefarmasian

‘ pdaymmgiufamnslnn dan perkernbangon fimu. peng
. pstundsing-undangan. | iota prigan kelarmasian
Z;nﬂ (A7, patol demi hukum apshila berteniangan degar angka 1 Jiutas don pek
'. wa sosunl Wﬂr’nﬂ teecaninn cnlaen mirm 'm-. i -Mm meliporhin kopada Waitkota ¢/q

AR alsmat atoy lidak beroperdd :
.3 : m:;mi ”-!" '::::b‘a ,m“ mm np’l\d‘oﬁ"dm :(m Pelayacarn Paitiinan .ulpadtm Snm::\\ :J”
) L y e ? - i iy akan ¢ Linypy b
. A Apabiy di Kamudian hacl terdapal bakaliruan daiam Izl o atkanJayogeei 1

padp tanagal .12 Janupr 2921

B An. WALIKOTA JAYAPURA

KEPALA (NNAS PE

. 12 Januari 2021 w/d 13 Juni 2025

san hignus mengikull paradigma
stas patayanan kefarmasan
o ﬂ:!‘.)’r,-w gan Isknotogi sena kplentuan peraturan




KEMENTERIAN KESEHATAN REp

UBLIK IND
KOMITE FARMASI NASIONAL ONESIA

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER

; (STRA
Berdasarkan Peraturan Pemerfintah Nomor 51 Tahtn 12 A=IRA)
Kefamasian (Lembaran Negara Republik Indone n_ 2009 fentang Pekeraan

Lembaran Negara Republlk Indonesia N sia Tahun 2008 Nemor 124, Tambahan

. omor 5044) dan Perat 2
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 lentang Perubahanu;?:s"?er?:tzr;aesveeh:m
" ]

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 1
Prakik dan [zin Kera Tenaga Kefarmasian, kepggJaK ESPERIGON, lntgng Rashin, 2k

Nama . Isnaina Fini Gusti Mubarakah
Tempat dan tanggal lahir Masoht. 13 Juni 1994

Lulusan - Universilas Mustim Indonesia
Tahun . 2020

dinyatakan telsh terdaftar sebagai lenaga kefarmasian dengan nomot registrasi ;

7
!

i

19940613/STRA-UMI/2020/266216

B

melakukan praktik kefammas:an sebagai Apoteker di

Kepadanya diberi kewenangan uniuk ‘
ndonesia sesual dengan peraiuran perundang-

seluruh wilayah Negara Kesaluan Republik |
undangan yang beraku.

Sural Tanda Registrasi Apoteker
05 Agustus 2020 sampai dengan langgal 13 Juni

inl berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
2025,

Diletapkan di -+ J AKARTA
pada Tangaal : 05 Agustus 2020
KOMITE FARMASI NASIONAL

KETUA.




e 82.844:000.8-952.000
| PAPUA SEJAHTERA FARMA

AE’CPANTAI TANAH HITAM RT. 000 RW Q00

i f‘ Bt KPP PRATAMA JAYAPURA
ol Terdaftar : 25 September 2017 |

il




Telp. (021) 4244

691, 4?092'21, 4263333, 424475
Email ; ha|obpom@p0m.gn.id'

r
v

«S2AIT8Y, 244819, o 1) azagg

S

Indonesi,
onesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

esuai dengan pcmma;]?adan Pengawas Obat dan
istribusi Obat yang Baik sebagaimana telah g
6Dlmhun 2020 teotang Perubahan atas Pmmmug:l;im;%::weznggn S
Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan e o o
By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No, 9 ye
Practice as amended by the Decree of Indonesian Fpg
Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines

Canﬁars ot

Certificate Number
Kepada

To

Alamat Kantor
Office Address
Alamat Gudang
Warehouse Address
Nomor Induk Berusaha (NIB)
License Number
Tanggal NIB
License Date

Aklivitas
Activity

Berlaku sampai dengan
Valid until

Seriifikat ini dapat dibatalkan apabila terj

Websife : WWW,pom,go,id

akanan No, 9 Tahug 2019 tentang Pedoman Teknis Cara

Dgawas Obat dan Makanan No.

i Badan POM Rl meabertany L 08
ar 2019 on Technical Guidel:
No. 6 year 2020 on

the amendment to th
of Good Distribution ciie Becreeef

Practice, hereby Indonesian FDA

SERTIFIKAT

A Certifiticate
On

Cara Distribusi Obat yang Baik
Good Distribustion Practice

CDOB2291/5/4-2438/12/2020

PAPUA SEJAHTERA FARMA

JL. ABEPANTAI TANAH HITAM, JAYAPURA - PAPUA
JL. ABEPANTAI TANAH HITAM, JAYAPURA - PAPUA
0220005631883

18 Juni 2020

Distribusi Produk Obat Jainnya o '
Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products

Distribution
15 Desember 2025

1 ine! i ere mn
adi perubuhan yans niengakibutkan {itak dipenuhinya persyara

Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peratu/ih Good Distrihution Practices Dt pursuaice of the

Shoutd there oceur any changes resulting

in-dissatisfaction of

Decree, the certificate will be revoked.

Jakarta, 15 Desember 2020 ”
.n Kepala Badan Pengawy :
:’lr: Deiutl Bidang Pe‘;ﬁ:l‘:ns_m Obat, "
' -y Authorlty’
Prekursor dan Zat A e i oo and D

ndones D .
o behggg{:ﬁ,?;i, Narcotic; Psyehotropic Precurso
Acting '

Addictive Substance Control

G

Dra. Tog! I ,Hut_a__djulu..-

Makanan
Ob8. da"mrkoum, Psikotropiks,

Apt., MHA=




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA

BE
NOMOR INDUK BERUSA RBASIS RISIKO

HA: 0220005631883

manUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke ja, P i ; !
ara (NIB) kepada: 11, Femerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk

o lp;[ﬁgrUsaha : ‘FJJ|TI§aAPUAﬁ.}J SEJAHTERA FARMA

ke - JI. Raya Abepantai, Desa/Kelurahan A

{ Jayapura, Provinsi Papua, oo
Kode Pos: 99351

1 Tolepon : 085254362820
Feal : papuasejahtera.farma@gmail.com
o5 Penanaman Modal - PMDN @g

ia Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia + Lihat Lampiran

{a)
#ich Usaha : Usaha Kecil

Wi belaku dI seluruh wilayah Republlk Indonesla selama menjalankan keglatan usaha dan beraku sebagal hak akses
eanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan

for perizma Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

f Ussha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap

petatican ketentuan peraturan perundang-undangan.

®%en di Jakarta, tanggal: 18 Juni 2020

Menteri Investasl/
Kepala Badan Koordinas| Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

?‘“‘anggal: 13 Juni 2022

g iy
Upgr TerDtkan aisterm 0SS berdaserkan dats dari Pelakd USEE: ,
h:h. m roa. imana m‘dfﬂ.v.' aien

/ot kg balkan 88DRIRT L mng diter
W g Ui i dokumen Inl akan dllakiukan £ o vificot lBKIOOK K oae
lah ditep; = -menggunakan &2 unaken DEXEEE
’ ;,%Wm-gm;zﬁmﬁmmnmmn?mﬁmm 0SS mengd = ]




(el Keglatan

|}l Ksglatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSA
HA BERBASIS
e RISIKO

NOMO SERL
R INDUK BERUSAHA: 0220005631883

o berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Usaha yang Telah Memilliki Izin Usaha Efektif

Hang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja)

(Diterbltkan oleh Sistem 0SS sebelum implementasi

Kode » 1
. o | KpLI* bl B Lol st Perizinan Berusaha
Perdagangan
Besar Alat X
46691 Laboratorium, Alat JI. Raya Abepantai, Desa/Kelurahan
1 Farmasl Dan Alat Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, | NIB dan [zin Usaha
Kedokteran Untuk Provinsi Papua
Manusia
Perdagangan .
Besar Obat JI. Raya Abepantai, Desa/Kelurahan
1 |46441 Farmas| Untuk Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, NIB dan lzin Usaha
Manusia Provinsi Papua
JI. Raya Abepantal, Desa/Kelurahan ;
b |40492 EE?RQ%Q&SAAPSJI Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura, NIB dan Izin Usaha
Provinsi Papua

W'yesi kapada Peratiran Kepala BPS No.18 tahun 2017

0l Kode KL | Kasifikasi Risiko

116693

Judul KBLI Lokasi Usaha

PerdaganganiJi. Raya Abepantal, Desa/Kelurahan Rendah
Besar Karet |Asano, Kec. Abepura, Kota Jayapura
Dan Plastik |Provinsl Papua

": Mplran j

Dalam Kode Pos; 98223
Bentuk Dasar

!

! Danﬂﬁl'l ke

2905 ketontun bahwa NIB tersebut hanya bertaku untuk Kodo 28 Iye
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